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ABSTRAK 

Dalam hukum Islam, uang tidak diangap sebagai komoditas yang dapat 

diperjualbelikan sebagaimana dalam sistem perekonomian konvensional. Jika 

untuk pengecualian uang harus dipertukarkan dengan uang, maka pembayaran 

yang dilakukan harus seimbang. Namun dalam pelaksanaanya, praktik penukaran 

uang yang terjadi di Raman Utara yaitu uang rusak ditukarkan dengan uang tidak 

rusak dengan mendapat pengembalian setengah harga. Adapun pertanyaan 

penelitian adalah bagaimana praktik jual beli mata uang rusak dalam perspektif 

hukum Islam.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli 

mata uang rusak dalam perspektif hukum Islam. Manfaat dari penelitian ini 

diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dibidang Hukum Ekonomi 

Syariah khususnya tentang penukaran uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) yaitu penelitian dilakukan di desa Ratna Daya Raman 

Utara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari para pelaku jual beli 

uang rusak di Desa Ratna Daya Raman Utara dan sumber data sekunder yaitu 

sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada 

permasalahan yang dikaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian 

terkait analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi 

jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Ratna Daya Raman Utara, telah 

memenuhi rukun jual beli pada umumnya, seperti adanya penjual dan pembeli, 

obyek, dan akad. Namun, dari sisi hukum Islam jual beli tersebut masih 

mengandung unsur riba, dimana kelebihan nilai dalam jual beli yang diperoleh 

oleh pembeli uang rusak. Hal tersebut merupakan suatu yang dilarang dalam 

Islam karena menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak, yakni penjual 

uang rusak. Seharusnya hal tersebut dilakukan dengan uang yang sepadan. 

Demikian juga tidak bisa dikategorikan sebagai jasa, karena tidak adanya akad 

kesepakatan pengambilan upah diawal transaksi berlangsung.  

 

Kata kunci: Hukum Islam, Uang Rusak, Desa Ratna Daya Raman Utara 
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MOTTO 

 

                       

                                  

                          

                  

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah:275)
1
 

 

  

                                                             
1
 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Tafsirnya  (edisi yang telah disempurnakan) jilid 

I,( Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.420 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Islam merupakan agama yang bersifat Universal. Islam adalah  agama 

yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan 

manusia. Ajaran Islam tidak hanya menyangkup masalah ibadah saja 

melainkan juga membahas masalah politik, sosial, budaya dan ekonomi. Islam 

tidak menutup diri terhadap berbagai kemajuan ekonomi dan politik, pada 

hakikatnya praktik perekonomian itu menjadi urusan manusia yang terus akan 

berkembang dari zaman ke zaman.
2
 Secara umum, tugas manusia sebagai 

khalifah di muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

hidup umat manusia dan juga dalam rangka melaksankan ibadah kepada Allah 

SWT. 
3
 

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat 

dimukabumi ini sangat berkaitan dengan ekonomi. Adapun kegiatan ekonomi 

yang dianjurkan adalah melalui bisnis dan investasi. Dalam perekonomian 

yang semakin modern seperti  sekarang ini uang memainkan peranan yang 

sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang merupakan kebutuhan 

bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonoman 

suatu negara, untuk memenuhi kebutuhan akan uang pemerintah negara yang 

                                                             
2
 Ajid thorir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Duna  Islam,( Jakarta: Rajawali 

Pers,2009) h.344 
3
 Nurul huda dan muhammad haykal,Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana 

Prenada  Media  Grup, 2010), h.2 



2 

 

 
 

bersangkutan melalui Bank Sentral berhak menciptakan uang, terutama uang 

kartal. Begitu pula dengan jumlah uang yang beredar perlu dijaga agar nilai 

uang tetap stabil.
4
 

Direksi Bank Indonesia terdiri dari Gubernur bersama direktur – 

direktur bertugas dan berkewajiban membantu pemerintah dalam hal-hal 

berikut:
5
 

1. Mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah dan 

2. Menggalakkan kegiatan produksi dan pembangunan serta memperluas dan 

menciptakan kesempatan kerja. 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2011 

tentang mata uang disebutkan dalam BAB VI penukaran Rupiah Pasal 22, 

bahwa :  Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah 

nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, 

rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut: 

a. Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau 

pecahan yang lain dan/atau 

b. Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar 

atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama 

nominalnya. 

Penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain, 

dapat dilakukan penggantian apabila tanda keaslian rupiah tersebut masih 

                                                             
4
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, ed.1 cet.13 (Jakarta: Rajawali 

Pers,2013) h.14 
5
 Op. Simorangkir, seluk beluk Bank Konvensional, edisi revisi, cet.ke VI, ( Jakarta: 

Aksara Persada Indonesia,1991) h.2 
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dapat diketahui atau dikenali
6
. Kriteria rupiah yang lusuh dan/atau rusak dapat 

diberikan penggantian diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Penukaran 

rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia yang beroprasi di Indonesia atau pihak 

lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia
7
 

Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk 

melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Mata uang selalu 

didefinisikan sebagai “benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai 

alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan”. Yang 

dimaksud “disetujui” dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat diantara 

anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda 

sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar.
8
  Inilah yang dijelaskan 

oleh Iman Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam 

subtansinya (zat itu sendiri) tidak ada manfaatnya, atau tujuan-tujuannya.
9
 

Islam memperbolehkan jual beli mata uang sejenis asalkan nilainya 

harus sama dan dilakukan secara tunai. Hal ini termuat dalam fatwa DSN 

(Dewan Syariah Nasional) No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata 

uang (Al-Sharf) transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan 

ketentuan sebagai berikut 

a. tidak untuk spekulasi 

b. ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan) 

                                                             
6 Pasal 22 ayat (2) UU  Mata Uang 
7
 UU RI No.7 tahun 2011 tentang mata uang 

8
 Sadono Sukirno, Makroekonomi, Teori Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 

267 
9
 Nurul Huda dan Muhammad Haykal, Lembaga Keuangan., h.13 
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c. apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya 

harus sama dan secara tunai (at-taqabudh) 

d. apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) 

yang berlaku saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
10

 

Syariat Islam mengajarkan seorang muslim dalam jual beli emas, perak 

dan yang serupa denganya, yaitu mata uang yang ada pada zaman sekarang 

ini. Pembayaran harus dilakukan dengan cara kontan alias tunai dan lunas 

tanpa ada yang terhutang sedikitpun. 

Fuqoha menyatakan bahwa kebolehan praktek al-sharf didasarkan 

pada sejumlah hadits nabi. Antara lain :  

وايْ هِ اللَّهِى ى قَ واءٍ ى هِ قَ قَ واءً ى قَ قَ ى هِ اللَّهِ ى هِ الاللَّهِ قَ هِ ى قَ هِ يسُ وىوالاللَّهِ قَ قَ ى قَ ى قَ قَ اللَّهِ قَ سُى قَ قَ يْ هِ هِى قَ اللَّهِ ى اللَّهِ ى اللَّهِ ى قَ سُ اسُ ىةقَى قَ اقَ واءً ى قَ قَ ى هِ اللَّهِ ةهِ  هِ ايْ هِضاللَّهِ

ى هِ يْ سُ يْى ةقَى هِ الاللَّهِ قَ هِى قَ يْ قَ وايْ هِضاللَّهِ ى قَ ةهِ ى هِ ايْ هِضاللَّهِ ى قَ هِ يسُ وىوالاللَّهِ قَ قَ واءٍ   هِ قَ قَ

Artinya:  Telah bersabda Rasulullah : “Janganlah kalian berjual beli emas 

dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak 

kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan 

perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian”.
11

 

 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad al-sharf  adalah:  

Masing-masing pihak saling menyerahterimakan barang sebelum keduanya 

berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba nasiah. Jika keduanya 

atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka 

akad al-sharf menjadi batal. Jika akad dilakukan atas barang sejenis maka harus 

setimbang. Sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya. Khiyar 

                                                             
10

 Rety Aryani,” Implementasi Fatwa Dewan Styariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No.28/DSN-MUI/III/2002 di Bank Muamalat Kantor Cabang Pemantu (KCP) Metro ",skripsi, 

Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, h. 7 
11

Terjemah Hadits Shahih-Bukhari no. 1069  (Semarang: Grafika,1992), h.278 
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syarat tidak berlaku dalam akad al-sharf. 
12

 Syarat-syarat  dalam terpenuhinya 

akad menentukan sah tidaknya suatu akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak 

memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad 

sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad ini dinamakan akad yang fasid.
13

 

Berdasarkan hasil Pra Survey di desa Raman Utara, terdapat praktik tukar-

menukar uang dengan uang, yaitu uang rusak yang dibeli dengan nilai setengah 

harga, misalnya uang nominal Rp100.000,00 yang rusak dibeli dengan  

Rp50.000,00,  Rp50.000,00 dibeli dengan  Rp25.000,00, Rp10.000,00  dibeli 

dengan Rp5.000,00. Adapun kategori uang rusak yang dapat diperjualbelikan  

yaitu uang rupiah yang tidak layak edar berdasarkan kategori yang ditentukan 

oleh Bank Indoneisa. Meliputi uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat 

dikenali keaslianya, atau uang rusak yang masih dapat dikenali keaslianya  baik 

fisik uang kertas > 2/3 (leih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya atau uang rusak 

masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan 

>2/3 ( lebih besar dari  dua pertiga) ukuran aslinya serta ciri uang dapat dikenali 

keaslianya. Atau uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi 

dua bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan 

>2/3 ( lebih besar  dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang masih dapat 

dikenali keaslianya.
14

 Dalam hal ini pembeli uang rusak dapat menukarkan hasil 

uang rusak  tersebut ke Bank Indonesia atau ke Kas keliling Bank indonesia 

                                                             
12 Mas’adi Gufron, Fiqih Muamalah Kontekstual, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002), h.150 
13

 Imam Mustofa,fiqih muamalah kontemporer, ( Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 

2015),h.26 
14 Bank Indonesia, panduan penukaran uang tidak layak edar, di unduh pada 4 mei 2018 
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dengan penggantian sesuai dengan nominal uang rusak yang ditukarkan. Dimana 

pembeli uang rusak dapat memperoleh keuntungan dari pembelian setengah harga 

yang dia peroleh dari berkeliling kesetiap rumah warga, warung dan pasar yang 

ada di desa Raman Utara.  Pembeli uang rusak ini memulai profesinya kurang 

lebih sudah 2 (dua) tahun dan   mampu mengumpulkan uang rusak sebanyak 

Rp200.000,00 sampai Rp1.000.000,00  perbulanya.
15

 Transaksi ini bermula ketika 

seorang pembeli uang rusak menawarkan kepada para pedagang di Pasar Raman 

Utara  dengan berkata : “uang rusak,uang rusak”, maka mereka para pedagang 

pasar yang mempunyai uang rusak, tergiur untuk menjual uang rusak yang mereka 

punya dengan dihargai  setengah harga dari uang tersebut.
16

 

Dalam hal ini peneliti melihat praktik jual beli mata uang yang 

dilakukan masyarakat Desa Ratna Daya Raman Utara telah membudaya namun 

para pelaku baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui hukum jual beli 

uang menurut syariat Islam. Dan dilihat dari praktiknya jual beli uang tersebut  

tidak memenuhi  salah satu syarat sahnya jual beli  mata uang  yaitu tidak 

senilai atau seimbang nilai tukarnya. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka 

penelitian ini bermaksud menggali tentang  Praktik Jual beli Mata Uang 

Rusak dalam Perspektf Islam (studi  di Desa Raman Utara, Kabupaten 

Lampung Tmur)  

  

                                                             
15

 Basirun , Narasumber pembeli uang rusak, wawancara tanggal  5 Mei  2018 
16

 Saripah, Narasumber penjual uang rusak ( pedagang pasar Raman Utara) ,wawancara 

tanggal 17 Maret 2018 
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B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana  Praktik  Jual beli Mata uang Rusak 

Dalam Perspektif Hukum Islam ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana Praktik  Jual beli Mata uang Rusak Dalam Perspektif Hukum 

Islam (Studi di Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara, Kabupaten 

Lampung Timur). 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah: 

a. Secara teoretis  

Penelitian ini diharapan dapat menabah khazanah  keilmuan 

dibidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya tentang penukaran 

uang.  

b. Secara praktis  

Sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Mata Uang (Al-

Sharf) di Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara. 
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D. Penelitian Relavan 

Penelitian relavan memuat uraian  sistematis mengenai hasil penelitian-

penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa 

penelitian yang berhungan dengan permasalahan yang diangkat dalam 

pembahasan topik penelitian ini. Oleh karena itu,  dalam kajian penelitian ini, 

peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan 

pembahasan peneliti, diantaranya adalah: 

1. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No. 28 /DSN-MUI/III/2002 di Bank Muamalat kantor Cabang Pembantu 

(KCP) Metro. Yang diteliti oleh Rety Aryani mahasiswi strata 1 Institut 

Agama Islam Negeri Metro, jurusan hukum Ekonomi Syariah.  

Menyipulkan bahwa transaksi jual beli uang yang dilakukan di Bank 

Muamalat KCP Metro hanya dapat dilakukan dengan seseorang yang 

sudah menjadi nasabah dan memiliki rekening bank tersebut memberi 

batasan terhadap jumlah uang sejenis sebanyak 100 lembar. Yaitu apabila 

Nasabah A akan melakukan transaksi jual beli mata uang sejenis senilai 

Rp500.000,00 dengan nomiminal uang Rp5.000,00 maka hanya akan 

diberikan sebanyak 100 lembar saja. Dalam hal ini merupakan transaksi 

yang hukumnya boleh, karena mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang 

diterapkan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan Syariat Islammapunketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 

baik dari rukun hingga syaratnya. 
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2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tukar Menukar Uang. (studi 

kasus di Desa Panjunan kecamatan Pati Kabupaten Pati). Yang diteliti oleh 

Rifki Nur Avita,  jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Walisongo. Menyimpulkan bahwa di Pati 

terdapat suatu penukaran uang kertas yang nominalnya besar, ingin 

ditukaran dengan uang kertas yang nominalnya kecil (pecahan) bisa 

dikenakan tambahan sebesar 5%-15%.  Bahwa dalam hal ini pratik tukar-

menukar uang yang terjadi di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten 

Pati diperbolehkan dalam hukum Islam. Akad yang diterapkan dalam 

transaksi tersebut adalah akad ijarah. Adapun status mengenai adanya 

tambahan dari jumlah uang yang ditukarkan dari keduanya bukanlah riba, 

karena tidak mengandung unsur esploitasi di dalamnya. 

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Uang Rusak (Study 

Kasus di Pasar Kayen Pati). Yang diteliti oleh Anisah Jurusan Muamalah 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Menyimpulkan 

bahwa praktik jual beli uang rusak di pasar Kayen Pati merupakan jenis 

jual beli yang didasarkan pada pembelian dan penjualan nominal mata 

uang.  Praktik jual beli uang rusak di pasar Kayen kurang sesuai dengan 

hukum Islam, karena masih adanya aspek kerusakan (kemudharatan). 

Sehingga tidak sesuai dengan kaidah menolak kerusakan lebih 

diutamakan dari menarik kiemaslahatan. 

Penjelasan skripsi di atas dapat dipahami bahwa ada persamaan 

yang mendasar, yaitu membahas akad  jual beli mata uang (al-sharf). 
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Namun ada perbedaan diantaranya: skripsi Rety Aryani tentang 

Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama  Indonesia 

No. 28/DSN-MUI/III/2002 di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

(KCP)  dalam menggali lebih jauh tentang Implementasi prinsip-prinsip 

pertukaran  mata uang  dalam transaksi  di Bank  Bank Muamalat Kantor 

Cabang Pembantu (KCP) . Skripsi Rifki Nur Avita, menjelaskan  di Pati 

terdapat suatu penukaran uang kertas yang nominalnya besar ditukaran 

dengan uang kertas yang nominalnya kecil (pecahan). Adapun skripsi 

Anisah, menjelaskan jual beli uang rusak di Pasar Kayen Pati dengan 

dilakukan oleh pembeli dan penjual uang rusak dengan harga yang tidak 

sama dengan nilai mata uang yang tertera dalam uang tersebut. 

Sedangkan yang peneliti susun lebih menitikberatkan pada transaksi jual 

beli uang rusak  yang diperjualbelikan dengan setengah harga yang terjadi 

di Desa Raman Utara. Demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah 

peneliti berjudul Praktek Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) di Desa Ratna 

Daya Kecamatan Raman Utara 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Uang 

1. Pengertian Uang 

a. Pengertian uang secara bahasa 

Uang, dalam pergaulan orang arab (bahasa pasar/gaul) lazim disebut 

dengan istilah fulus atau aflus,jamak dari kata tunggal (mufrad)al-

falsu.
17

  Di dalam ekonomi Islam uang bukanlah modal. Uang adalah 

barang khayalak/ public goods masyarkat luas. “Uang bukan barang 

monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang 

berlaku disuatu negara”.
18

 

 

Menurut Ascarya berdasarkan fungsi dan tujuan,uang secara umum 

didefinisikan sebagai berikut:
19

 

1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat 

penukaran atau alat standar pengukur nilai yang dikeluarkan 

oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau 

logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu.  

2) Menurut Samoelson, uang adalah media penukaran modern dan 

satuan standar untuk menetapkan harga dan utang. 

3) Menurut Lawrence Abotl , uang adalah apa saja  yang secara 

umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat 

pembayaran untuk jual beli atau uang. 

4) Uang adalah (bagian pokok dari) suatu harta 

                                                             
17

Al-Fairuzzabadi (Majduddin Muhammad bin Ya’qub), al-Qamus al-Muhith, 1415 

H/1995 M (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr) dalam Muhammad Amin Suma, Menggali akar mengurai 

serat Ekonomi dan Keuangan Islam ,(Jakarta: Kholam Publishing,2008),  h.231 
18

 Eko suprayitno,ekonomi islami(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.198 
19

 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.139 
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5)  Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, uang adalah 

alat tukar atau pembayaran yang sah bukan sebagai komoditi.
20

 

b. Uang dalam pandangan Islam 

Di dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari 

peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan 

dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.  Dinar 

adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah 

mata uang perak dari warisan peradaban Persia. Perihal dalam Al-

Quran dan hadits dua logam mulia ini, emas dan perak, telah 

disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta 

dan lambang kekayaan yang disimpan
21

. Misalnya  dalam Qs. At-

Taubah ayat 34 disebutkan: 

 ى ى  ى ى ىى  ى    ى  ى ى ى

   ى ىىى ىى  ىى ى ى ى

  ىىىى  ى  ى ىىى

 

 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian 

besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib 

Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan 

batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan 

Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak 

dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka 

beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 

mendapat) siksa yang pedih
22

 (Qs At-Taubah: 34) 

                                                             
20

 Ibid 
21

 Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam pendekatan teoretis,( Jakarta: Kencana Prenada 

Grup, 2008), h.90 
22

 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Tafsirnya  (edisi yang telah disempurnakan) 

jilid  IV,( Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.85 
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Selain ayat di atas, Al-Quran juga menceritakan kisah Nabi Yusuf 

yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudranya. Yusuf kecil 

lalu ditemukaan oleh para musafir yang menimba air disumur tersebut, 

lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah 

yaitu beberapa dirham saja.
23

    

 

Selain dirham, masyarakat Arab sebelum Islam juga telah 

mengenal dinar, mata uang yang terbuat dari emas. Dinar dan  dirham  

diperoleh bangsa Arab dari hasil perdagangan yang mereka lakukan 

dengan bangsa-bangsa seputar jazirah Arab. Para pedagang setelah pulang 

dari Syam, mereka membawa dinar emas Romawi (Byzantium) dan dari 

Irak mereka membawa dirham perak Persia (sassanid). Kadang-kadang 

mereka juga membawa dirham Himyar dari  Yaman.
24

   

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap 

alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa 

benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang dimasyarakat dalam 

proses pertukaran barang dan jasa.
25

 

 

Dalam sejarah ekonomi Islam , pentingnya keberadaan uang 

ditegaskan oleh pendapat Rasululah Saw, yang menganjurkan dan 

menyebutkann bahwa perdagangan yang lebih baik (adil) adalah 

perdagangan yang menggunakan media uang (dinar atau dirham), bukan 

pertukaran barang (barter) yang dapat menimbulkan riba ketika  terjadi 

pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu.
26

 

                                                             
23

 Nurul huda,  Ekonomi Makro., h.92 
24 Ibid 
25

 Ibid, h.93 
26

 Ascarya,Akad & Produk Bank Syariah,(jakarta: Rajawali Pers,cet.4, 2013) h. 25 
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Untuk menjadi alat tukar uang harus memenuhi persyaratan dengan 

tujuan agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima di semua lapisan 

lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar oleh 

pemiliknya. 

Berikut beberapa  kriteria agar sesuatu  dapat diakui sebagai 

uang
27

: 

a. Ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah 

negara tertentu. Dengan jaminan ini, kepercayaan untuk 

menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat 

kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam sudah 

dijamin oleh nilai yang terkandung dalam uang tersebut. Oleh 

karena itu, yang perlu jaminan pemerintah adalah uang kartal 

kertas, uang    jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan. 

(fiat money) 

b. Diterima umum, yaitu dapat diterima secara umum, baik sebagai 

alat tukar , penimbun kekayaan, maupun standar pencicilan utang.  

c. Nilai yang stabil, yaitu memiliki kestabilan dan ketetapan serta 

diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang yang 

sering mengalami ketidakstabilan, sulit untuk dipercaya oleh yang 

menggunakannya. 

d. Mudah disimpan, diberbagai tempat termasuk dalam tempat yang 

kecil, tetapi memuat jumlah yang besar. Artinya, uang harus 

                                                             
27

 Kasmir, bank dan Lembaga Keuangan., h.15 
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memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu 

besar, mudah dilipat dan terdapat nominal dari yang kecil sampai 

nominal yang maksimal.     

Berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaanya, uang secara umum 

didefinisikan sebagai berikut:
28

 

a. Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang 

dikeluarkan oleh  pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas,  

perak  atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar 

tertentu (kamus besar  bahasa indonesia). 

b. Uang adalah media pertukaran modern dan satuan standar untuk 

menetapkan harga dan utang. 

c. Uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah 

ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang. 

d. Uang adalah (bagian pokok dari) harta kekayaan. 

2. Fungsi Uang 

Ada beberapa fungsi uang yang amat penting yaitu suatu benda 

yang dinamakan uang yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat 

membantu dalam tukaran di dalam pembayaran dan sebagainya, oleh 

karena itu , fungsi uang dibagi antara lain
29

: 

a. Alat  tukar menukar (medium of exchange) 

Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar menukar 

(medium of exchange). Fungsi uang sebagai alat tukar menukar 

                                                             
28

 Ibid, h.16 
29

 Kasmir, bank dan Lembaga keuangan,h.17 
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didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan 

kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang di mana uang adalah 

perantara di antara mereka. Dengan uang tersebut seseorang bisa 

memiliki atau mempunyai barang dan orang yang memiliki barang bisa 

menerima uang sebagai harga dari barang tersebut. Dengan demikian 

uang berkaitan dengan masalah produksi dan distribusi dari barang dan 

uang  juga digunakan untuk sebagai media dari pihak produsen dan 

konsumen.  Dengan uang sebagai alat tukar, agen-agen ekonomi cukup 

menukarkan barang dan/atau jasanya uang tersebut dan kemudian dia 

dapat membeli atau menukarkannya dengan barang lain sesuai dengan 

kebutuhan.
30

 Oleh karena itu , uang yang berfungsi sebagai alat tukar 

menukar sesungguhnya adalah untuk mempermudah kehidupan 

manusia sehari-hari walaupun tidak setiap orang menyadari peranan 

uang dalam kehidupannya. 

b. Satuan hitung
31

 

Fungsi lain  dari uang yang penting adalah satuan hitung atau 

unit of account. Yang  dimaksudkan sebagai satuan hitung adalah uang 

sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa 

yang diperjualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa 

dihitung berdasarkan penentuan harga  dari barang tersebut. 

Melalui alat yang dinamakan uang akan terjadilah berbagai 

kesatuan hitung yang kemudian kesan itu diseragamkan dalam kesatuan 

                                                             
30

 Ibid ,h.18 
31

 Ibid  
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hitung tertentu. Sebagai satuan hitung orang akan bisa menggunakan 

uang untuk membedakan kegiatan yang satu dengan yang lain.  

c. Penimbun kekayaan 

Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat penimbun kekayaan akan 

bisa memepengaruhi jumlah uang kas yang ada pada masyarakat. 

Masyarakat yang mempunyai uang bisa menggunakan uang tersebut 

untuk dibelanjakan, tapi juga bisa menggunakan uang tersebut untuk 

keperluan yang lain, dikemudian hari. 

3.   Jenis- jenis  uang  

Perkembangan jenis mata uang yang beredar di Indonesia setelah 

kemerdekaan 1945 beragam. Hal ini tentu tidak terlepas dari kondisi dan 

situasi yang penuh gejolak pascakemerdekaan tersebut. Namun, setelah 

tahun 1951 dengan berlakunya Hukum Darurat No. 20 , 27 September 

1951 , ditetapkan alat pembayaran yang sah, kecuali Irian Barat, adalah 

rupiah. Kemudian diperkuat lagi dengan keluarnya Undang-Undang Pokok 

Perbankan No. 13 tahun 1968 yang menetapkan satuan hitung uang 

Indonesia adalah rupiah dan disingkat Rp
32

. 

Uang yang dijadikan sebagai alat tukar untuk melakukan berbagai 

kegiatan sehari-hari terbagi dalam beberapa jenis, pembagian ini 

berdasarkan pada berbagai maksud dan tujuan penggunaanya sesuai 

dengan dengan berbagai pihak yang memberikan.  

                                                             
32

 Kasmir, Bank dan Lembaga., h.21 
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Jenis-jenis uang dapat dilihat dari berbagai sisi, diantaranya sebagai 

berikut:: 

a. Berdasarkan bahan 

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang, jenis uang terbagi 

menjadi dua macam yaitu: 

1) Uang logam merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari 

logam baik alumunium, kupronkes, kuningan, emas, perak, 

perunggu, atau bahan logam lainya. Di Indonesia, uang logam 

terdiri atas pecahan yang kecil. 

2) Uang kertas merupakan uang yang bahannya terbuat dari  kertas 

atau bahan tahan air, tidak mudah robek atau luntur.  

b. Berdasarkan nilai uang 

Jenis uang dapat dilihat dari nilai yang terkandung di dalamnya 

apakah nilai instrinsik atau nilai  nominalnya (eksternalnya).  Nilai 

intrinsik adalah nilai yang dipakai untuk membuat uang. Sedangkan 

nilai nominal adalah nilai yang tertera diwajah uang tersebut. 
33

. 

Berikut adalah uang berdasarkan nilainya: 

1) Nilai intrinsik 

Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung  pada uang 

tersebut. Nilai intrinsik adalah nilai bahan untuk membuat mata 

                                                             
33

 Soherman Rosyidi, pengantar Teori Ekonomi, pendekatan kepada teori ekonomi mikro 

& makro,edisi revisi  ( Jakarta : Rajawali Pers, 2011) h. 275 
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uang yang terbuat dari logam atau kertas. Uang jenis ini terbagi 

ke dalam dua jenis, yaitu:
34

 

(a) Bernilai penuh (full bodied money) merupakan uang yang 

nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai 

contoh uang logam, dimana nilai bahan untuk membuat 

uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang. 

(b) Tidak bernilai penuh (representatif full bodied money) 

merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari 

nominalnya. Sebagai contoh uang terbuat dari kertas. Uang 

jenis ini sering disebut uang bertanda atau token money. 

2) Nilai nominal (ekstrinsik)
35

 

Nilai  yang dihubungkan dengan hal lain atau benda lain, 

baik internal maupun eksternal.  Hal ini merupakan daya beli 

uang sebagai alat transaksi dan pembayaran yang berlaku dalam 

suatu negara.  Nilai nominal uang itulah yang menentukan daya 

beli (purchasing power) uang. Jika segram emas dapat dibeli 

dengan Rp100.000,00  sebesar itulah daya beli uang
36

 . Misalnya 

uang senilai Rp10.000,00 dapat membeli satu kilo gula putih. 

Maka  nilai ekstrinsiknya adalah Rp10.000,00. 

  

                                                             
34

 Kasmir, Bank dan Lembaga., h.19 
35

 ibid 
36

 Soherman Rosyidi, pengantar Teori Ekonomi.,, h.276 
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c. Berdasarkan lembaga 

Berdasarkan lembaga adalah bahan atau lembaga yang 

menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan 

berdasarkan lembaga terdiri atas:  

1) Uang kartal  yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral suatu 

negara Indonesia yang menerbitkan uang adalah bank Indonesia. 

2) Uang giral yaitu uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti 

cek, bilyet giro, traveler chegup, dan kartu kredit.  

d. Berdasarkan kawasan  

Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu 

uang. Ini artinya, suatu jenis mata uang banyak berlaku dalam suatu 

wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainya atau berlaku 

diseluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan adalah sebagai 

berikut
37

:  

1) Uang lokal  yaitu uang yang berlaku disuatu negara tertentu, 

seperti rupiah di Indonesia atau bath di Thailand. 

2) Uang regional yaitu uang yang berlaku di kawasan tertentu yang 

lebih luas dari uang lokal, seperti untuk kawasan eropa berlaku 

mata uang tunggal Euro. 

3) Uang internasional, yaitu uang yang berlak antarnegara seperti US 

dolar yang menjadi standar pembayaran Internasional.    

  

                                                             
37
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4. Jenis Uang Tidak Layak Edar (UTLE) 

Uang tidak layak edar adalah uang asli yang tidak memenuhi 

persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Uang tidak layak edar terdiri dari 

uang yang lusuh, uang cacat, dan uang rusak.
38

 

a. Uang lusuh atau uang cacat 

Uang lusuh adalah uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari 

ukuran aslinya, tetapi kondisi uang telah berubah akibat jamur, 

minyak, bahan kimia, coret-coretan dan lain sebagainya. 

Sedangkan uang cacat adalah uang hasil cetak yang spesifikasi 

teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

b. Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran 

Yaitu uang yang suda dicabut dan ditarik dari Bank Indonesia 

c. Uang rusak 

Uang rusak adalah uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah 

dari ukuran aslinya yang terjadi antara lain karena terbakar, 

berlubang, hilang sebagian, sobek atau mengkerut.
39
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 Bank Indonesia, Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar, diunduh pada 2 juli 2018 
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Berikut ini adalah macam-macam bentuk uang rusak:
40

 

1) Uang rusak yang diberi penggantian sesuai nominal 

Gambar 4.1 

 

 Yaitu fisik uang kertas >2/3 ( lebih dari dua pertiga ) 

ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya. 

 Uang rusak masih merupakan suatu kesatuan yang utuh 

dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan > 2/3 ( 

lebih dari dua pertiga)
41

 

 Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan yang utuh, 

tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian 

trpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut 

lengkap dan sama, serta > 2/3 (lebih dari dua pertiga) 

ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.
42
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2) Uang rusak yang tidak diberi penggantian 

Gambar 4.2 

 

 Fisik uang kertas < 2/3 ( kurag dari dua pertiga) ukuran 

aslinya 

 Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi 

menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua 

nomor seri uang rusak tersebut beda.
43
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3) Uang tidak layak edar karena rusak 

Uang kertas dianggap tidak layak edar apabila memiliki salah 

satu kriteria jenis kerusakan, sebagaimana gambar berikut: 

Gambar 4.3 

  

 Hilang sebagian <50 mm
2
 

 Lubang >10 mm
2
 

 Coretan 

 Sobek >8 mm 

 Selotip > 225 mm
2
 

 Uang terbakar
44
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4) Kriteria uang logam tidak layak edar 

Sebagaimana pada gambar dibawah ini: 

Gambar 4.4 

 

Uang kotor, uang korosi, berubah warna, uangg hilangg sebagian, 

uang melengkung, uang berlubang dn uang terpotong.
45

 

 

B. Jual beli Mata Uang (Al-Sharf) 

1. Pengertian Al-Sharf 

Al-Sharf secara bahasa berarti al tiyadah (tambahan) dan al-‘adl 

(seimbang). Sedangkan menurut istilah fiqh, al-sharf adalah adalah jual beli 

antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti 

memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa 

perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing, atau 

penukaran antara mata uang sejenis, seperti yang berkembang sekarang ini 

merupakan bentuk praktek al-sharf. Jual beli seperti ini lazimnya disebut jual 

beli tukar menukar atau barter.
46

 Dalam jual beli mata uang asing, ulama 

sepakat dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda tentang waktu yang 

                                                             
45
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46
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membatasi pengertian tunai ini.
47

 Hal ini terdapat dalam sebuah hadits, antara 

lain: 

 

واد هِ يْ قَ سُىى ى قَ ينقَ  هِ ى هِ اد هِ ينقَ  سُ ىواد هِ نيْ سُىيقَقسُ اسُ سُى قَ ى اللَّهِ يقَ ضهِ ى قَ ى هِ ديْ هِ خسُ
ىوايْ يهِ دءٍ ىوقَ  ى قَ ى قَنيْ ىفقَقهِ لقَ ى هِ اد هِ يْ قَ هِ ى قَ ى قَ اللَّهِ سءٍ ىو يْنقَ اقَ سُىفقَإهِناللَّهِ

ديْ قَى ى قَ قَ ى قَ يْ ى قَ قَ اللَّهِ قَ سُى قَ قَ يْ هِ هِى قَ اللَّهِ ى اللَّهِ ىواناللَّهِ هِي  نيْ ييْ قَ سُى هِ ى قَ هِ قَايْ سُ سُىفقَقسُ يْ سُ ى قَ  يهِ دءٍ ى قَ سُ ى قَ ىيقَقسُ اسُ سُىفقَققَ اقَ ى سُلُّ هِى قَ اقَ هسُىفهِيى هِ قَ بهِى اللَّهِ

هِى قَ اللَّهِ  ى اللَّهِ ى قَ يْ قَ سُى هِرقَ سُ اهِ ى قَ قَنيْ سُ يْ ى قَ سُ اسُ ى قَ ن هِيىىذقَاهِكقَ ى هِ ى قَ قَ اللَّهِ قَ سُى قَ قَ يْ هِ ناللَّهِنهِ  اللَّهِ اقَكهِ سُىى قَ ى قَ اللَّهِ ى اللَّهِ ىواناللَّهِ هِياللَّهِ ةسُى قَناللَّهِ نهِيى سُ قَ  قَ  قَخيْ قَرقَ

ىفهِيىواناللَّهِ هِ  قَةهِى ى هِ قَ ى هِ اللَّهِ ى قَ ى قَ اقَ ى قَ قَ اللَّهِ قَ   قَ قَ يْ هِ

Artinya :  Dari Abu Sa’id Al Khudriy  ra berkata: “Dinar dengan dinar dan 

dirham dengan dirham”. Aku berkata kepadanya bahwa Ibnu 

‘Abbas tidak mengatakan seperti itu. Maka Abu Sa’id berkata: 

“Aku pernah bertanya kepadanya dimana aku katakan apakah 

kamu mendengarnya dari Nabi atau kamu mendapatkan 

keterangannya dari Kitab Allah?. Maka dia menjawab: 

“Semuanya itu aku tidak pernah mengatakannya. Dan kalian lebih 

mengetahui Rasulullah daripada aku namun Usamah 

mengabarkan kepadaku bahwa Nabi berkata: “Tidak ada riba, 

kecuali riba’ nasi’ah” (riba dalam urusan pinjam meminjam 

dengan ada tambahan)
48

.( (Bukhari – 1071) 

 

Selain  itu Nabi juga bersabda, yang artinya “Nabi melarang menjual 

perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali seimbang. Nabi 

memerintahkan untuk menjual emas dengan perak sesuka kami, dan menjual 

perak dengan emas sesuka kami”.  

2. Hukum Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) 

a. Landasan Hukum Al-Quran 

Praktek al-sharf hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di mana 

praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah (QS. 

al-Baqarah: 275) 
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ى   ى  ىى  ى ى ى ى  ى  ى ى

ى ىى ى ى  ى ى ى ى   ىى   ىىى ى

   ىىى ى  ىى ى  ىى ى ى  ى ىىى

 ى ى ى  ى  ىى ى ىىىىىى

 

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 

riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu  (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya
49

.(Qs.Al-

Baqarah:275) 

 

   Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah 

pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba 

fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi 

lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan 

demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan 

sebagainya. 

b. Landasan Hukum dalam Hadits 

Fuqoha menyatakan bahwa kebolehan praktek as-sharf didasarkan 

pada sejumlah hadis nabi.  

                                                             
49
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ى قَ هِ يسُى قَى ى قَ ى قَ اقَ ى قَ قَ اللَّهِ قَ سُى قَ قَ يْ هِ هِى قَ اللَّهِ ى اللَّهِ ى اللَّهِ ى قَ سُ اقَ نيْ سُى قَناللَّهِ سُى قَ ى اللَّهِ يقَ ضهِ هِى قَ ديْ هِ   خسُ
ىوايْ يهِ دءٍ ى قَ هِيى قَ ىنيْ  وىوالاللَّهِ قَ قَ

ى ى هِ اللَّهِ ى هِ ايْ قَ هِ هِ ى قَ هِ يسُ وىوايْ قَ هِ قَ ى قَ قَ ى سُ هِ ُّ و قَييْضقَ قَ ى قَ قَ ى قَييْ ءٍ ى قَ قَ ى هِ هِ يْلءٍ ى هِ يْ ءً ى هِ اللَّهِ ى هِ الاللَّهِ قَ هِ ى قَ قَ ى هِ هِ يْلءٍ ى هِ يْ ءً

نيْ قَ ى قَ اهِ ءً ى هِنقَ  هِ ءٍى ى قَ قَىى قَ هِ يسُ وى هِ   سُ هِ ُّ وى قَييْضقَ قَ ى قَ قَ ى قَييْ ءٍ

Artinya :dari Abu Sa’id Al Khudriy bahwa Rasulullah bersabda: 

“Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali 

sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas 

lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas 

dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan jangan 

kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah 

kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang 

diakhirkan (ghoib, ditangguhkan)
50

. 

Di dalam hadits, Rasulullah Saw., melarang riba dengan segala 

macamnya, baik riba fadl maupun nasiah. Beliau melarang menjual 

emas baik keduanya sudah dibentuk atau belum dibentuk, kecuali jika 

berat keduanya sama, dan pembayaran atau serah terima barang harus 

dilakukan ditempat akad, sebab salah seorang diantara keduanya tidak 

diperbolehkan menjual barang yang ada sedangkan yang lain tidak 

ada.
51

  

 

  Beliau juga melarang menjual perak dengan perak, baik yang 

sudah dibentuk maupun yang belum dibentuk, kecuali jika berat 

kedua-duanya sama, dan pembayaran harus dilakukan ditempat akad. 

Tidak ada tambahan dalam salah satu diantara keduanya, dan tidak 

boleh berpisah sebelum dilakukan pembayaran
52

. 

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Jual 

Beli Mata Uang (Al-Sharf) 

Berkaitan dengan permasalahan jual beli  khususnya jual beli 

mata uang, maka komisi fatwa Dewan Syariah Nasional menimbang 

dan  memperhatikan dari berbagai sudut pandang, Dewan Syariah 

Nasional  Majelis Ulama Indonesia menfatwakan tentang kobolehan  

jual beli mata uang (Al-Sharf) No.28/DSNMUI/III/2002 tentang jual 

beli mata uang (Al-Sharf)
53
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Menimbang: 
1. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai 

keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang (al-

sharf), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang 

berlainan jenis. 

2. Bahwa dalam ‘urf tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli 

mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status 

hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu 

bentuk dengan bentuk lain.
54

 

3. Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan 

ajaran Islam. Dewan Syariah Nasional memandang perlu 

menetapkan fatwa tentang al-sharf untuk dijadikan pedoman. 

 

 Mengingat : 
 

1. Firman Allah Qs. Al-Baqarah(2):175: “...Dan Allah Telah 

menghalalkan jual beli dan  mengharamkan riba...” 

2. Hadits nabi riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-

kurdi: rasulullah saw bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya 

boleh dilakukan atas dasa kerelaan (antara kedu belah pihak) (HR. 

Al-Baihaqi dan Ibnuu Majah  dan dinilai shahih oleh Ibnu 

Hibban).  

3. Hadis nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibn 

Majah, dengan teks muslim  dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi saw 

bersabda: “(juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, 

gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir , kurma dengan 

kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus ) sama dan 

sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah 

sekehendakmu  jika dilakukan secara tunai”. 

4. Hadits Nabi riwayat  Muslim, Tirmidzi, Nasa’i,  Abu Daud, Ibn 

Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi saw bersabda: 

“(jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan 

secara tunai)”. 

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sai’id al-Khurdi, Nabi saw 

bersabda: “janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali 

sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas 

sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak 

tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”
55

. 

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin 

Arqam: Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas 

secara piutang (tidak tunai). 

7. Hadits Nabi  riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: “perjanjian 

dapat dilakukan di antara kaum muslimin, terikat dengan syarat-
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syarat mereka syarat yang mengharamkan yang halal itu 

menghalalkan  yang haram” 

8. Ijma’,  Ulama sepakat (ijma’)  bahwa akad al-sharf disyari’atkan 

dengan syarat-syarat tertentu.
56

 

 

Memperhatikan; 

1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah BNI No.uus2/878 

2. Pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari 

kamis tanggal 14 Nuharram 1423H/28 Maret 2002. 

Memutuskan; 

Dewan Syariah Nasional menetapkan: FATWA TENTANG 

JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF) 

 

Pertama : Ketentuan Umum 

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan 

sebagai berikut:
57

 

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).  

2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); 

3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka 

nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqbudh)  ; 

4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar  

yang  berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. 

 

Kedua: jenis-jenis transaksi Valuta asing 

1. Transksi SPOT, yakni transaksi pembelian dan penjualan valuta 

asing untuk penyerahan pada saat itu( over the  counter)  atau 

penyelesaianya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. 

Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu 

dua hari dianggap sebagai proses penyelesaianya tidak bisa 

dihindari dan merupakan transaksi internasional. Diperbolehkan 

waktu dua hari karena dalam dunia keuangan, SPOT  Yaitu harus 

dua hari dan waktu dua hari itu dianggap transaksi tunai. 

2. Transaksi FORWARD, yaitu  transaksi pembelian dan penjualan 

valas  yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan 

diberlakukan untuk waktu yang akan datang , antara 2x24  jam 

sampai dengan  satu tahun. Hukumnya dalah haram, karena  harga 

yang digunakan  adalah harga yang diperjanjikan (muwa’adah) 

dan penyerahannya dilakukan dalam bentuk forward agreement 

untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah)  

3. Transaksi SWAP yaitu kontrak pembelian atau penjualan valas 

dengan  harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian 

antara penjualan valas yang saa dengan harga forward. 

Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir  (spekulasi). 
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4. Transaksi OPTION  yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam 

rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus 

dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada haerga dan jangka 

waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena 

mengandung  unsur maisir (spekulasi). 

 

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.
58

  

 

d. Hukum Jual Beli Mata Uang Berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang 

Berkaitan dengan sistem keuangan yang dianut di Indonesia, lebih 

lanjut Dr. Insukindro, MA. Mengemukakan bahwa di indonesia,  

sistem keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem 

moneter dan lembaga keuangan lainya. Sistem moneter terdiri atas, 

otoritas moneter dan sistem Bank Umum (Commercial bank).
59

    

 

Bertitik tolak pada pengelompokan sistem keuangan di atas, dapat 

dikemukakan bahwa otoritas moneter dan sistem perbankan adalah 

bagian dari sistem moneter di Indonesia. Otoritas moneter tersebut 

adalah otoritas moneter sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 

23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang No.3 tahun 

2004 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia 

No.23 tahun1999 tentang bank Indonesia yang secara tegas 

menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah penanggung jawab otoritas 

kebijakan moneter yang lazim disebut otoritas moneter. Sebagai 

otoritas moneter Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan dan 
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melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka mencapai dan 

memelihara  kestabilan nilai rupiah. 
60

    

Dalam  Undang- undang disebutan dalam pasal 22 bab VI UU No 

7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjelaskan tentang penukaran 

rupiah bahwa: 

1. Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah 

nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang 

layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan 

sebagai berikut: 

c. Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama 

atau pecahan yang lain dan/atau 

d. Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau tidak rusak sebagian 

karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian 

dengan nilai yang sama nominalnya. 

2. Penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 

pengggantian apabila tanda keaslian rupiah tersebut masih dapat 

diketahui atau dikenali. 

3. Kriteria rupiah yang lusuh dan/atau rusak dapat diberikan 

penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan ayat 2 

diatur dengan peraturan bank Indonesia 

                                                             
60

ibid  



33 

 

 
 

Penukaran rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Bank Indonesia yang beroprasi di Indonesia atau 

pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia
61

 

3. Rukun dan syarat Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) 

 Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum 

terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa 

dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing unsur-unsur 

tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, yang mana 

pertukaran mata uang asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-

rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang 

harus terpenuhi juga. 

a. Rukun Jual Beli al-sharf 

Rukun dari akad sharf  yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 

beberapa hal, yaitu:
62

 

1) Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki 

valuta untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang 

memerluka dan akan memebeli valuta. 

2) Objek akad yaitu sharf (valuta) dan si’ru sharf  (nilai tukar) , dan  

3) Sighah, yaitu  ijab dan qabul. 

 

Adapun rukun lainya, antara lain
63

: 

1) Serah terima sebelum iftirak (berpisah) 

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum 

kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata 

uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu, 
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kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum 

keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak 

boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila 

persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah. 

Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa’ad al-

Khudhri, bahwa  Rasulullah bersabda: ”janganlah kalian menjual 

emas dengan emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihkan 

salah satu di antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual 

perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah kalian 

melebihkan salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian 

menjual emas dan perak-yang telah ada dengan yang belum 

ada.”Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di 

kalangan ulama mengenai istilah iftirak, yaitu:  

(a) Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi’i dan Hambali 

sepakat bahwa yang dimaksud iftirak adalah apabila kedua 

belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Imam 

Hanafi dan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa jual beli mata 

uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum 

berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat
64

.  

Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka 

tidak dikatakan iftirak meski dalam waktu yang lama. 

Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khatab ketika 
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meriwayatkan sebuah hadis, lalu beliau berkata kepada 

thalhah: ”demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu 

sebelum menerima sesuatu darinya.” dalil ini menunjukkan 

bahwa yang dijadikan standar iftirak adalah pisah badan.  

(b) Ulama Maliki berpendapat bahwa iftirak badan bukan 

merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang 

jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika 

pengucapan ijab dan kabul berlangsung. Maksudnya, jika 

serah terima dilakukan setelah ijab kabul, maka transaksi 

tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak 

belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda 

Rasulullah saw.: ” emas dengan emas adalah riba, kecuali 

ucapan ambil dan bayar.” Hal ini menunjukkan bahwa serah 

terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan ijab 

kabul. 

2) Al-Tamatsul (sama rata)
65

 

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka 

hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang 

satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya 

berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang 

dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. 

Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, 

                                                             
65

 Ibid 



36 

 

 
 

maka tidak disyaratkan al-tamatsul. hal ini praktis diperboledhkan 

mengingat nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia 

ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa  mata uang 

tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di 

perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata 

uang itu sangat tinggi nilainya. 

3)  Pembayaran Dengan Tunai 

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran 

uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut 

berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. 

Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang 

yang sejenis maupun mata uang yang berbeda. 

4) Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat 

Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-sharf baik 

syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, 

maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah 

satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar 

syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini 

tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima.
66

 

Menurut ulama Hambali, al-sharf dianggap tetap sah, sedangkan 

khiyar syaratnya menjadi sia-sia. Selain beberapa syarat di atas, 

disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang 
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juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya 

jual beli valuta asing atau al-sharf .   

b.  Syarat jual-beli al-sharf 

Sedangkan syarat-syarat akad as-sharf , yaitu:
67

 

1) Valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukar 

dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran 

dilakukan sesuai dengan nilai tukar; dan 

2) Waktu penyerahan( spot)     

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad al-sharf  adalah:  

1) Masing-masing pihak saling menyerahterimakan barang sebelum 

keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba 

nasiah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang 

sampai keduanya berpisah maka akad al-sharf menjadi batal.  

2) Jika akad dilakukan atas barang sejenis maka harus setimbang. 

Sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya. 

3)  Khiyar syarat tidak berlaku dalam akad al-sharf. Karena akad ini 

sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. 

Sedangkan khiyar syarat mengindikasikan jual beli secara tidak 

tunai. Berbeda dengan khiyar aib dan khiyar ru’yat. Kedua jenis 

khiyar yang disebut terakhir ini sesungguhnya melekat dalam setiap 

akad untuk menghindarkan terjadinya gharar. Oleh karena itu 

masing-masing pihak dibenarkan menggunakan  dua jenis khiyar ini 

dalam akad al-sharf.
68
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Karena dalam jual beli ini terdapat dua syarat khusus, yakni 

tiada penundaan, yang berarti harus segera. Dan tiadanya pelebihan, 

yang berarti dengan syarat keseimbangan. Maka tinjuan dalam 

bagian ini dibagi menjadi ; 

1) Pertama : tentang perbedaan penundaan dan bukan penundaan. 

2) Kedua : tentang  perbedaan yang seimbang dengan yang tidak 

seimbang. Disini  timbul perselisihan, karena dua hal ini terbagi 

menjadi beberapa pasal yang banyak. 

3) Ketiga :tentang hal-hal yang terjadi dan hal yang diperselisihkan 

dalam jual beli ini, apakah jual beli tersebut merupakan 

jalan(perantara) menuju salah satu dari dua hal, yaitu 

penambahan atau penundaan, atau menuju keduanya secara 

bersama. Demikian itu bagi fuqoha’ yang memandang adanya 

jalan perantara kepada yang lain, yakni imam malik dan para 

pengikutnya. Dan seperti pembagian asalnya , ini pun dibagi 

menjadi dua macam. 

4) Tentang ciri ciri khas hukum jual beli tersebut dari sisi 

dipeganginya kedua syarat tersebut. Yakni tiadanya penundaan 

atau penambahan , atau keduanya bersama-sama. Sebab jual beli 

mata uang berbeda dengan jual beli yang lain, lantaran adanya 

kedua syarat tersebut dalam banyak hal. 
69
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C. Upah (Ujrah) 

1. Pengertian Upah (ujrah) 

Ijarah  berasal dari kata al-ajru yang sama dengan al-‘iwadh yaitu 

ganti atau upah. Secara istilah, ijarah  adalah akad pemindihan hak guna 

(manfaat) atas suatu aset dalam pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
70

  

Ijarah adalah akad untuk  memberikan pengganti atau kompensasi 

atas penggunaan manfaat suatu barang. Ijarah merupakan akad 

kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.  

Akad ijarah ada dua macam, yaitu ijarah atau sewa barang dan sewa 

tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli 

manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah 

jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut.
71

 

ijarah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma. 

Ijarah juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. Ijarah diqiyaskan dengan jual 

beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam 

ijarah yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.
72

 

Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang adalah :
73

 

1) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang, syarat ini 

untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang. 

2) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi 
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3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan 

ternila 

4) Manfaat dapat diserahterimakan 

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya, tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produknya dapat dikaitkan atau tidak 

dikaitkan pada suatu produk tersebu 

   Kotler, killer, dan Amstrong, mendefinisikan jasa sebagai berikut: 

Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu 

pihak ke pihak lain yang secara positif tidak berwujud dan tidak 

menyebabkan perpindahan kepemilikan. Produksi jasa dapat terikat 

atau tidak terikat pada suatu produk fisik.
74

 

 

Jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan Secara tersendiri, 

pada hakikatnya bersifat tidak teraba, untuk memenuhi kebutuhan dan 

tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain.
75

 Dalam 

menghasilkan jasa bisa diperlukan atau tidak penggunaan benda nyata. 

Seandainya penggunaan benda diperlukan namun tidak terdapat 

pemindahan hak milik benda itu. 
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2. Dasar hukum Upah (ujrah) 

Ulama memperbolehkan ujrah (upah) berdasarkan legitimasi dari Al-

Qur’an, al- Sunnah dan ijma'.  

a. Dasar hukum dari Al Qur’an  

Antara lain 

  ىى ىىى   ى ى ى ى  ىى ى

ى ى  ى ى  ى ىى  ىى  ى ى ى   ى

   ىى ى ى ىى ى  ى ىىىىىىى

 

 

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 

Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang 

hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 

mereka bersalin. Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

,maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 

baik  dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan 

lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. Al-Talaq: 

65: 6)
76

 

 

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang perintah memberi upah bagi 

para ibu yang telah diceraikan suaminya kemudian menyusui anak dari 

hasil perkawinan sebelumnya. Tradisi bangsa Arab pada zaman dahulu 

adalah menyusukan anaknya kepada orang lain, dari sini muncul istilah 

saudara satu susuan atau ibu susu. Sebagaimana Rasulullah SAW yang 

disusukan kepada Halimah al-Sa’diyah.  
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a. Dasar hukum as-sunah 

Rasulullah hadis yang berasal dari Abu Hurairah bersabda: 

   اىاللهى ي ا ىثقَ قَثقَةىٌ قَنقَ :ى نى  يى ريرةى ضيىاللهى ن ى نىوان يى لىاللهى    ى    ى  ا

ى قَدقَ  لٌى قَ يْطقَ ى هِيىثسُ اللَّهِ ى قَ سُ ةهِ ىوايْقهِ قَ  قَ مقَ ىيقَ يْ صيْ سُ سُ يْ نقَ سُى,ىخقَ ىثقَ قَ وىفقَ قَ قَلقَ ررًّ لٌى قَ  قَى سُ ى,ىى قَ قَ سُ رقَ لٌىو يْ قـَ  قَ  قَ قَ سُ

نيْ سُى فقَ ى هِ وىفقَ  يْ قَ يْ هسُى,ى قَ هِ يْرءً رقَ ى قَ يْ ىيسُييْطهِ اقَ يْ  (  وهى   قى    ) قَ

Artinya: Dari Abi Hurairah ra, dari Rasulullah SAW bersabda: 

Allah SWT berfirman : Tiga golongan manusia yang 

menjadi musuhku di hari kiamat nanti, yaitu seseorang 

yang bersumpah atas nama- Ku lalu  ia menghianatinya 

dan seseorang yang menjual orang merdeka ( bukan budak 

belian) , lalu  ia memakan (mengambil) keuntungannya dan 

seseorang yang menyewa seseorang untuk diperkerjakan, ia 

memanfaatkannya tetapi belum membayar upahnya 

(riwayat mutafaqqun 'alaih)
77

 

 

Hadits di atas menjelaskan betapa Rasulullah menghargai 

seseorang yang telah memberikan tenaganya untuk dimanfaatkan 

oleh orang lain. Sehingga beliau mengecam orang yang 

memanfaatkan tenaga pekerja dan tidak memberinya upah, dengan 

ancaman menjadi salah satu musuh Rasulullah Saw., di hari akhir 

kelak. 

Ayat Al-Qur’an dan hadis tersebut di atas menjadi landasan 

konsensus fuqoha tentang kebolehan akad ijarah dan tidak seorang 

ulama pun yang meniadakan kebolehannya.  Ijarah disyariatkan 

berdasarkan hajat umat manusia, guna memenuhi kebutuhan hidup 

mereka sehari-hari, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan bukan 
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pokok lainnya yang menunjang keberlangsungan hidup umat 

manusia. 

b. Dasar hukum ijma’ 

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah 

diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.
78

 

3. Rukun Upah (Ujrah) 

Kalangan Hanafiah berkesimpulan bahwa rukun ijarah terdiri dari, ijāb dan 

qabul, tetapi menurut Jumhur fuqoha adalah ‘āqidaini yaitu (muajjir dan 

musta’jir) dan shighat (ijab dan qabul) kemudian upah dan manfaat. 

Adapun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa ijarah menjadi sah dengan ijab 

dan qabul, lafaz sewa atau yang berhubungan dengannya, serta lafaz 

ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Untuk kedua 

pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya 

berakal dan dapat membedakan baik dan benar. Jika salah seorang yang 

berakad itu gila atau anak kecil yang belum mumayiz, maka akad tersebut 

menjadi tidak sah. Mazhab imam Syafi’i menambahkan satu rukun lagi 

yaitu baligh, menurut mereka akad anak kecil sekalipun dapat 

membedakan itu tidak sah. Dari beberapa pendapat di atas baik dari 

kalangan Hanafi, Syafi’i dan pendapat faqih kontemporer yang satu sama 

lain saling menyempurnakan, dapat disimpulkan bahwa rukun ijarah 

adalah: 
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a. ‘Aqid (orang yang akad) 

b. Shighat akad 

c. Ujrah (upah) 

d. Manfaat
79

  

4. Syarat Upah (Ujrah) 

Adapun syarat akad ijarah adalah : 

a. Ujra disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik 

dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Barang yang 

disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah- mengupah 

disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat 

berikut ini: 

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan 

upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya 

2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah 

mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut 

kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa) 

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah 

(boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan) 

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)- nya, 

hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian akad.
80
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b. Penjelasan Waktu kerja 

Tentang batasan waktu sangat bergantung pada pekerjaan dan 

kesepakatan dalam akad 

c. Penjelasan jenis pekerjaan 

Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika 

menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan 

atau pertentangan.
81

 

5. Macam-macam Upah (Ujrah) 

Apabila dilihat dari segi objeknya, fuqoha membagi akad ijarah menjadi 

dua macam yaitu yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan (jasa).
82

 

Akad ijarah yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa 

rumah, toko ,tanah, kendaraan pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat 

tersebut merupakan manfaat yang dibolehkan dipergunakan, maka fuqoha 

sepakat menyatakannya untuk dijadikannya. Akad ijarah yang bersifat 

pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan 

suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut fuqoha hukumnya boleh 

pekerjaan seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan lain 

sebagainya. 

Macam-macam ijarah (upah): 

a. Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma ) yaitu upah yang 

telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika 
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disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua 

belah pihak. 

b. Upah yang sepadan (ajrul mustli) adalah upah yang sepadan 

dengan kerjanya serta sepadan dengan pekerjaannya. Maksudnya
83

 

c. Ijarah Alaal - a'mal (bersifat pekerjaan) 

Dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan buruh terjadi 

perikatan tentang pekerjaan buruh manusia dimana pihak penyewa 

memberikan upah kepada pihak yang menyewakan. 

Ijarah Alaal - a'mal dibagi menjadi dua, yaitu  

1) Ijarah khusus 

Yaitu orang yang menyewakan untuk jangka waktu tertentu 

untuk bekerja. Jika waktu tidak tertentu, sewa menyewa 

tidak sah. Selama masa tidak ditentukan, sewa khusus ini 

tidak boleh bekerja untuk orang lain, selain orang yang 

telah berakad dengannya. 

2) Ijarah musytarik 

Yaitu orang yang bekerja untuk lebih satu orang, dimana 

mereka bersama-sama saling memanfaatkan.
84

 

 Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang 

akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga 

tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Maka tidak 
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sah ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat 

menjadi kewajiban setiap mukmin.  

6. Karakteritik jasa 

a. Tidak berwujud ( intangibility ) 

Jasa memiliki sifat tidak berwujud karena tidak dapat dilihat, dirasa, 

didengar, diraba atau dicium sebelum ada transaksi pembelian.
85

 

Ada beberapa cara dan strategi yang dapat diterapkan dalam penjualan 

jasa. Misalnya, sebuah bank, yaitu menciptakan sebagai berikut :  

1) Tempat (place) berupa pelayanan interior atau ekterior bank 

yang mampu memberikan kesan yang meyakinkan atau 

menarik pelanggan. Misalnya mengenai kebersihan, penataan 

tempat, dan lain-lain. 

2) Karyawan (people) berupa keramahtamahan, kecepatan, 

kerapian dan lain-lain. 

3) Peralatan (equipment) , berupa kecanggihan peralatan yang 

dipergunakan, seperti komputer, dan lain-lain. 

4) Bahan komunikasi (communication) berupa brosur yang 

dicetak dan ditata dengan baik serta bentuk komunikasi 

lainnya. 

b. Tidak dapat dipisahkan 

Suatu bentuk jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Sumber itu 

merupakan orang atau mesin, hadir atau tidak, produk fisik tetap ada.
86
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Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan, tidak 

seperti barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam persediaan, dan 

didistribusikan lewat berbagai penjual dan kemudian baru dikonsumsi. 

Jika seseorang melakukan jasa, maka penyediaan nya adalah bagian 

dari jasa. 

c. Berubah-ubah (variabelity) 

Jasa mudah berubah-ubah karena sangat bergantung pada pihak yang 

menyajikan, waktu, tempat disajikan. 

d. Daya tahan (perishabelity) 

Jasa tidak bisa disimpan. Daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi 

masalah jika permintaan selalu ada karena menghasilkan jasa di muka 

dengan mudah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini field research (penelitian lapangan). Penelitian 

lapangan (field research) merupakan metode untuk menemukan secara khusus 

dan realitas apa yang tengah terjadi. Penelitian ini dilakukan di Desa Raman 

Utara, kabupaten Lampung Timur.  

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah 

penelitian lapangan dimana peneliti ke lapangan untuk mempelajari secara 

teoritis tentangTinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Mata Uang 

(Al-Sharf) di Desa Raman Utara. 

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan peneliti  adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada suatu 

penelitian yang dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala 

tertentu.Deskriptif  merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan 

sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan 

penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara 

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
87

 Artinya bahwa peneliti 

mengumpulkan data dari fakta yang ada dilapangan dan untuk memaparkan 

data hasil penelkitian yang diperoeh dari lapangan yakni Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktek Jual beli Mata Uang (Al-Sharf) di Desa Raman Utara 

kemudian membandingkan dengan data yang ada. 
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B. Sumber Data 

“Sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data 

diperoleh”.
88

 Apabila peneliti menggunakan wawancara maka sering disebut 

informan/narasumber. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu: 

1. Sumber data utama ( primer) 

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan.
89

 Maka sumber data primernya adalah masyarakat desa Raman 

Utara yang terlibat langsung dalam praktik jual beli Mata Uang( al-Sharf), 

baik sebagai penjual maupun pembeli dan Bank Indonesia. 

2. Sumber data pendukung (sekunder) 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber 

data primer.
90

 Sumber data sekunder adalahsegala bentuk dokumen, baik 

dalam bentuk tertulis maupun foto, atau sumber data kedua sesudah 

dataprimer. Meskipun disebut sebagai sumber data kedua (tambahan), 

dokumen tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen 

tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen 

resmi.  Buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini yaitu Ibnu 

Rusyd, Terjemahan bidayatul mujtahid (semarang, CV. ASY-

SYIFA,jld.3) Mas’adi gufron,Fiqih Muamalah Kontekstual, ( Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002),   Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 
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( Jakarta : Rajawali Pers, 2013) ,Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (al-sharf) serta Buku 

Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai dengan 

permasalahan dan tujuan peneliti maka, pengumpulan data yang dipergunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juiga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondenya sedikit atau kecil.
91

 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun 

dengan menggunakan telepon. 

Wawancara dibedakan menjadi 3 (tiga) macam: 

a. Wawancara berstruktur 

b. Wawancara semi-struktur (semistructure interview) 

c. Wawancara campuran
92
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Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara 

semi struktur yaitu sudah termasuk dalam kategori interview, dimana 

dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan yang lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara 

diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti 

perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

informan. 

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pelaku transaksi jual 

beli mata uang(al-sharf),baik sebagai pembeli dan  penjual, serta Unit 

Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia. Dimana peneliti menyiapkan 

pertanyaan garis besar mengenai hal-hal yang terkait dengan praktik 

transaksi jual beli   uang (al-sharf) tersebut.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari sumber yang tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa 

buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.
93

 

Dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah cara memperoleh informasi 

dari sumber-sumber tertulis yang telah ada. 

Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah buku-buku 

keperpustakaan yang memuat tentang landasan teori uang dan jual beli 

mata uang (al-sharf) seperti hukum jual beli mata uang (al-sharf), rukun 
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dan syarat jual beli mata uang (al—sharf) , dan fatwa DSN No.28/DSN-

MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (al-sharf) serta  Bank Indonesia, 

panduan penukaran uang tidak layak edar. 

 

D. Teknik analisis Data 

Analisis data  adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, menemukan proses memilah-memilihnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain
94

. 

Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian adalah analisis 

kualitatif lapangan , karena data yang diperoleh merupakan keterangan-

keterangan dalam bentuk uraian.  Kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang sumber tertulis atau ungkapan dan 

tingkahlaku yang di observasi manusia. 

Kemudian untuk menganalisis data peneliti menggunakan cara berfikir 

induktif. Induktif berangkat dari kata-kata fakta/peristiwa yang khusus, 

konkrit, ditarik generalis yang mempunyai sifat umum.Proses telaah data 

yang induktif dengan menelaah data bersamaan pada saat pengumpulan data, 

hasil temuan lapangan kemudian dibentuk dan dikembangkan dalam teori.
95

 

Dalam penelitian peneliti membahas khusus tentang Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Jual-Beli  Mata Uang (Al-Sharf) Di Desa Raman Utara. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum  Desa Ratna Daya Raman Utara Kabupaten 

Lampung Timur 

 

Desa Ratna Daya memiliki luas 725 ha. Batas–batas sebagai berikut: 

sebelah Utara berbatasan dengan Desa Raman Fajar, sebelah Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Purbolinggo, sebelah Barat berbatasan 

dengan Desa Kota Raman, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rukti 

Sediyo.
96

 

 Sejak berdirinya Desa Ratna Daya telah mengalami 9 (Sembilan) 

kali pergantian kepala desa, sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Priode Kepemimpinan (Kepala Desa/ Lurah Ratna Daya)
97

 

N

O 
NAMA JABATAN TAHUN 

KETE

RANG

AN 

1 Sumo Diharjo Kepala Desa 1958 - 1963 - 

2 San Sukarja Kepala Desa 1964 - 1968 - 

3 Jamhari Kepala Desa 1968 - 1970 - 

4 Mukiman Kepala Desa 1971 - 1984 - 

5 Teguh Wahono Pjs Kepala Desa 1985 - 1987 - 

6 Suharno Kepala Desa 1988 - 1996 - 
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7 Teguh Wahono Pjs Kepala Desa 1997 – 1998 - 

8 Sudjomo Kepala Desa 1999 – 2006 - 

9 Ismail Marzuki Pjs  Kepala Desa 2006 – 2008 - 

10 Sriyono Kepala Desa 
2008 – 

Sekarang 

2 

periode 

 

1. Berdasarkan penggunaanya luas wilayah tersebut di atas adalah sebagai 

berikut:
98

 

a. Pemukiman   :88 Ha 

b. Bangunan Perkantoran : 0,5 Ha  

c. Banguan sekolah  : 4 Ha 

d. Tempat ibadah   :2 Ha 

e. Makam   :1,5 Ha  

f. Jalan Desa   :14.5 Ha 

g. Sawah    :482 Ha 

h. Ladang    :106 Ha 

i. Lapangan    :2 Ha 

j. Rawa    :24 Ha 

k. Lain-lain    : 0,5 Ha 

Jumlah    : 725 Ha. 
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2. Jumlah KK (Kepala Keluarga)
99

 : 990 KK 

a. Jumlah jiwa   : 3.562 jiwa 

b. Laki-laki    : 1.584 jiwa 

c. Perempuan   :1.979 jiwa 

3. Pemanfaatan lahan
100

  

a. Padi sawah dan palawija  : 500 Ha 

b. Perkebunan sawit dan karet : 27 Ha 

c. Perikanan    : 6.5 Ha 

d. Peternakan    : 6 Ha 

e. Pemukiman   : 119 Ha 

f. Fasilitas umum   : 14.5 Ha 

4. Industri Kecil
101

  

a. Industri keripik singkong  : 1 rumah tangga. 

b. Industri tahu    : 1 rumah tangga 

c. Industri rempeyek   : 1 rumah tangga 

d. Industri pande besi   : 3 rumah tangga 

e. Industri meubel    : 2 rumah tangga 

f. Penggilingan padi   : 4 unit 

5. Warung Sembako  

a. Warung sembako   : 43 buah 

b. Warung kelontongan   : 2 buah 
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6. Pertambangan  

a. Pengaalian pasir   : 4 kelompok 

b. Batu bata    : 2 kelompok 

7. Penyebaran Lapangan Kerja 

a. Pegawai negeri sipil   : 49 orang 

b. Bekerja diluar negeri  : 194 orang. 

c. Wirausaha    : 211 orang. 

d. Petani    : 1894 orang. 

e. Sisanya buruh dan belum bekerja. 

8. Tingkat Pendidikan  

a. Sarjana dan diploma  : 90 orang 

b. SLTA sederajat   : 281 orang. 

c. SLTP sederajat    : 316 orang. 

d. SD sederajat    : 532 orang. 

e. Lainya 

9. Akses Jalan  

Arah Utara adalah akses ke Desa Raman Fajar, arah barat adalah 

akses ke Kota Raman, arah  timur adalah akses ke Kecamatan 

Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dan dsari arah selatan adalah 

akses ke pusat pemerintahan Kecamatan Raman Utara.
102
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B. Praktik Jual Beli Mata Uang rusak di Desa Raman Utara, Kabupaten 

Lampung Timur 

 

Praktik jual beli uang rusak/lusuh yang terjadi di Raman Utara 

merupakan bentuk kebutuhan masyarakat akan fungsi uang itu sendiri 

sebagai alat tukar menukar. Dengan adanya pertumbuhan penduduk 

menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah. Hal tersebut 

membuat sebagian masyarakat menjadi berpikir kreatif untuk dapat 

memutar penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan, 

salah satu cara tersebut dengan melakukan bisnis penyedia jasa penukaran 

uang rusak. Dalam praktik tukar-menukar tersebut yang dijadikan objeknya 

adalah uang. Dimana uang dengan uang dapat menghasilkan uang, 

Dalam hal ini uang rusak atau uang lusuh,  yang sudah tidak layak edar 

dapat ditukarkan kembali ke Bank dengan uang layak edar, yang diperoleh 

oleh pembeli uang rusak yang biasa berkeliling di setiap rumah warga, 

warung dan pasar yang ada di kecamatan Raman Utara untuk ditukarkan 

kembali. Praktik ini sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir 

yaitu sejak tahun 2016 sampai saat ini dan sudah memiliki komunitas 

pengepul uang rusak.
103

 

Usaha penukaran uang rusak yang dilakukan oleh bapak Basirun adalah 

sebagai bentuk usaha sampingan dalam memenuhi kebutuhannya, dengan 

cara berkeliling setiap bulannya berbeda-beda antara desa satu dengan desa 

yang lainya. Bapak Basirun mendapatkan uang rusak dengan cara 
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berkeliling dan dengan mengatakan, “tukar uang rusak, uang rusak,,,” 

sehingga menarik warga yang memiliki uang rusak untuk ditukarkan.
104

 

Sedangkan ibu Sri menjalankan usaha sebagai pembeli uang rusak  

dirasa kerena bisnis penukaran uang rusak ini dapat menguntungkan, dan 

menambah penghasilan keluarga. Hal ini yang menjadi alasan ibu Sri 

melakukan pembelian uang rusak, dan dilakukan dengan cara berkeliling di 

setiap rumah-rumah warga, terutama yang membuka warung dengan 

menawarkan jasa penukaran uang rusak.
105

 

Adapun uang rusak yang dapat ditukarkan dengan uang yang layak, 

pembeli uang rusak memberikan patokan uang rusak haruslah memenuhi 

kriterianya. Tidak semua uang rusak dapat ditukarkan. Dalam hal ini 

pembeli uang rusak memberikan patokan seperti uang lusuh yang minimal 

masih terbaca angka nominal uangnya, masih lengkap nomor seri, dan jika 

uang terpotong masih ada bagian potongannya. Adapun uang rusak yang 

dapat ditukarkan berupa uang kertas pecahan Rp100.000,00, Rp50.000,00, 

Rp20.000,00, Rp10.000,00, Rp5.000,00, Rp2.000,00 dan Rp1.000,00, untuk 

kategori uang kertas. Sedangkan untuk uang logam hanya berupa uang 

Rp1.000,00  saja.
106
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Adapun Contoh uang rusak dan uang lusuh yang dapat ditukarkan, 

meliputi gambar sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Contoh uang yang dapat ditukarkan
107

 

 

 

Dalam setiap nominal  penukarannya, mendapat penggantian setengah 

harga dari yang diberikan, seperti penukaran uang Rp10.000,00   mendapat 

penggantian dengan uang Rp5.000,00 saja, begitu pula dengan uang 

Rp2.000,00 dan Rp1.000,00 akan mendapat penggantian setengahnya.  

Praktik jual beli uang rusak ini biasa dilakukan oleh masyarakat Raman 

Utara yang memiliki uang rusak dan umumnya uang tersebut sudah  sobek 

dimakan rayap,  atau uang-uang terpotong. Dan untuk uang lusuh 

dikategorikan fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi telah 

berubah akibat jamur, minyak, coret-coretan dan lain sebagainya. 
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Bapak Basirun dan ibu Sri biasa mengumpulkan uang rusak yang 

didapat dari hasil berkeliling untuk ditukarkan kembali ke Bank yang 

menerima penukaran uang rusak atau langsung ke Bank Indonesia dengan 

mendapat penukaran kembali sesuai dengan nominal uang yang ditukarkan 

atau pengembalian 100% ( seratus persen). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Basirun yaitu: Uang 

rusak/lusuh yang didapat dari hasil berkeliling, dikumpulkan terlebih dahulu 

sampai jumlahnya banyak, kisaran Rp200.000,00 sampai Rp1.000.000,00  

atau juga lebih sesuai kebutuhan, setelah terkumpul banyak  baru kemudian 

ditukarkan ke Bank, atau ke mobil yang biasa berkeliling dengan jasa 

penukaran uang rusak dari Bank Indonesia itu sendiri, dan dari pihak Bank 

Indonesia sendiri memberikan pengembalian sesuai dengan uang rusak yang 

ditukarkan tanpa pemotongan setengah harga, asalkan uang tersebut 

memang masih memenuhi kriterianya.
108

 Sementara itu pihak Bank 

Indonesia menyampaikan kriteria uang rusak yang mendapat penukaran 

sesuai nominalnya adalah uang rusak, lusuh atau cacat yang ukuran fisiknya 

lebih dari >2/3 (dua peritiga) ukuran aslinya dan masih dikenali 

keasliannya.
109

 

Sedangkan ibu Sri menyampaikan perolehan uang rusak dan uang lusuh 

adalah sebagai berikut: Uang rusak yang didapat dari hasil berkeliling, 

dikumpulkan bersama dengan hasil  uang rusak yang dikumpulkan 

suaminya, dimana suami ibu Sri juga bekerja sampingan sebagai pembeli 
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uang rusak beserta komunitas lainya yang tersebar di lampung. Dalam hal 

ini, ibu Sri bersama suami mengumpulkan uang rusak tersebut hingga 

jumlah yang banyak kira-kira dirasa cukup pantas untuk ditukarkan ke Bank 

atau ke mobil kas keliling Indonesia, pada hari Rabu dan kamis jam kerja.
110

 

Berdasarkan keterangan di atas, menurut peneliti , bapak Basirun dan 

ibu Sri melakukan trasaksi jual beli uang rusak dengan uang yang tidak 

rusak dengan penawaran penggantian setengah harga dari nominal uang 

rusak tersebut, dan uang lusuh dengan uang tidak lusuh dengan 

pengembalian setengah harga,  namun tidak menjelaskan keuntungan atas 

dasar jasa penukaran yang didapat dari setengah harga yang diperolehnya. 

Bapak Basirun juga mengatakan, tidak semua uang rusak dapat 

ditukarkan, jika uang terpotong maka harus ada potongan lainya, jika tidak 

terdapat potongannya maka ukurannya harus 80% (delapan puluh persen) 

dari aslinya. Untuk nomor seri yang hilang, asalkan bagian fisik uang masih 

80% ( delapan puluh persen) maka masih bisa mendapat penukaran.
111

 

Seperti uang rusak dibawah ini: 
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Gambar 4.3 

Contoh uang rusak yang masih 80% dari ukuran aslinya
112

 

 

 

Berdasarkan gambar tersebut, menurut keterangan bapak Basirun, uang 

masih bernilai meskipun sudah hilang nomor serinya.
113

  

Sedangkan keterangan dari ibu Sri, uang yang hilang nomor serinya 

masih bisa ditukar asalkan bagian lainya masih tertera, seperti tulisan 1.000 

(seribu rupiah)-nya dan bagian yang hilang tidak melebihi setengah dari 

uang tersebut.
114

 

Islam memperbolehkan jual beli mata uang sejenis ( al- Sharf) asalkan 

nilainya sama dan dilakukan secara tunai.  Jika dilakukan atas barang 

sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau 

model cetaknya. Hal ini untuk menghindari adanya unsur riba dalam 

transaksi jual beli tersebut. 

Keterangan yang didapat dari bapak Basirun mengenai riba, beliau 

menjawab berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut : saya tidak tahu 
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apakah ini riba atau bukan, yang saya lakukan hanyalah bekerja dengan cara 

mengumpulkan uang recehan, dan itupun sudah kategori uang rusak. Saya 

mengambil keuntungan dari berjalan dan berkeliling dalam mengumpulkan 

uang tersebut sebagai bentuk upah jalan. Tidak mudah juga mendapatkan 

uang rusak, saya harus berkeliling dan kadang berteriak-teriak untuk 

mendapatkan uang rusak tersebut.
115

 

Adapun pengakuan dari ibu Sri, selaku pembeli keliling uang rusak 

mengenai riba, dalam wawancara adalah: Saya tidak tahu kalau ini 

melanggar hukum Islam, yang saya lakukan hanya mencari uang, saya juga 

tidak memaksa orang lain untuk menukarkan uangnya. Mengenai riba, saya 

juga tidak tahu kalau ini termasuk riba.
116

 

Menurut keterangan bapak Basirun atau ibu Sri keduanya tidak 

mengetahui jika penukaran uang sejenis yang tidak sama nominalnya  dapat 

mengandung unsur riba. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara 

yang dilakukan oleh keduanya. 

Praktik jual beli uang rusak, juga dilakukan oleh bapak “W.g” selaku 

pembeli uang rusak keliling yang sudah menjalankan profesinya selama 

kurang lebih 3 (tiga) tahun.  Bapak  “W.g” melakukan perjalanannya dalam 

mencari uang rusak/lusuh dengan melewati lintas pulau, baik pulau Jawa 

maupun pulau Sumatra. Awal mula bapak “W.g” melakukan transaksi jual 

beli uang rusak ini, berawal dari pekerjaan istrinya sebagai penjaga pintu  

tol, dimana sering mendapati uang lusuh atau uang lecek dari para 
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pengendara mobil jalan tol. Sehinga bapak “W.g” berinisiatif untuk 

menukarkan uangnya ke penukaran uang. Kemudian, didapati bahwa uang 

lusuh/lecek bahkan uang rusak tersebut dapat ditukarkan, bapak “W.g” 

mulai menjalankan profesi sebagai pembeli uang rusak.
117

 

Bapak “W.g” dalam melakukan penukaan uang rusak dan uang lusuh, 

memberikan penggantian setengah harga dari setiap nominalnya, seperti 

uang Rp10.000,00 rusak/lusuh  diberi penggantian Rp5.000,00 uang yang 

utuh dan seterusnya, sama halnya yang dilakukan bapak Basirun dan ibu Sri 

dalam menjalankan transaksi penukaran uang rusak. Dalam praktiknya 

bapak “W.g” sudah menyediakan tiap pecahannya yaitu Rp2.000,00 sampai 

Rp10.000,00 uang baru yang masih mulus seperti yang baru dikeluarkan 

dari Bank Indonesia. Uang tersebut yang akan ditukarkan dengan uang-uang 

masyarakat yang sudah lusuh,lecek, coret-coretan dan sobek. 

Menurut keterangan dari bapak “W.g” diatas, mengenai penukaran uang 

rusak dan uang lusuh yang sudah terkumpul dari berkelililing lintas pulau, 

bapak “W.g” tidak menjelaskan bahwa uang tersebut akan ditukarkan 

kembali ke Bank dan mendapat penukaran yang senilai. Bapak “W.g” hanya 

memberikan keterangan bahwa uang tersebut akan diukarkan ke tempat 

penukaran uang secara langsung, tanpa menjelaskan dimana dan bagaimana 

prosesnya. 

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti mendapati bahwa transaksi 

yang dilakukan oleh bapak “W.g” merupakan akad dari jual beli, yang mana 
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bapak “W.g” melakukan penawaran “harga” dari uang rusak/lusuh yang 

dimiliki oleh masyarakat, yaitu dengan penawaran setengah harga dari nilai 

uang lusuh/lecek dan uang rusak. Penawaran harga ini dilakukan karena 

bentuk dari uang rusak/lusuh tersebut yang sudah tidak sama seperti fisik 

aslinya. Sehingga dalam hal ini, peneliti melihat kepada harga tawar dari 

uang tersebut, termasuk dalam jual beli antar uang, yaitu uang dengan uang 

dimana uang sebagai barang dagangan. 

Praktik penukaran uang rusak semacam ini dilakukan masyarakat 

Raman Utara sudah cukup lama, dan ada sebagian yang merasa dirugikan 

dan ada pula yang tidak merasa rugi. Ibu Saripah contohnya yang setiap 

harinya bekerja di pasar selaku penjahit, biasanya mengumpulkan uang 

Rp1.000,00 sampai  Rp2.000,00 yang rusak atau uang lusuh, dan akan 

ditukarkan kepada pedagang keliling uang rusak yang biasa berkeliling, 

meski disayangkan karena hanya mendapat penggantian setengahnya.
118

 

Begitu pula dengan ibu Endang dan ibu Widya selaku pedagang sayuran.  

Adapun alasan dari ibu Endang  mau menukarkan  uang rusak dan uang 

lusuhnya dalam pengakuan wawancara ke peneliti sebagai berikut : uang 

rusak yang biasa saya tukarkan hanyalah uang kecil-kecil saja, seperti uang 

robek Rp1000,00 – Rp2000,00 saja, lagi pula jika untuk membeli di warung 

atau buat pengembalian pembayaran, kebanyakan orang tidak mau 

menerimanya karena fisiknya yang sudah lusuh atau robek. Meski hanya 

dapat pengembalian setengahnya, seperti Rp1.000,00 di kembalikan 
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Rp500,00 saja. Kalau pun uang besar seperti Rp50.000,00 yang sobek untuk 

ditukar setengahnya, rasanya sayang, mending saya kasih solasi saja”. Dan 

untuk uang lecek yang sudah berjamur, bahkan dicoret-coret, atau 

digambari, kadang juga saya tukarkan ke pembeli uang rusak, dengan alasan 

uang tersebut sudah dicoret-coret.
119

 

Hal tersebut juga  didukung oleh pengakuan dari ibu Widya yang biasa 

menukarkan uang rusak/lusuh yang ia miliki, seperti uang Rp5.000,00 yang 

rusak diberi penukaran Rp2.500,00 dan hal ini atas dasar pertimbangan uang 

rusak Rp5.000,00 tersebut sudah tidak layak untuk membeli sesuatu, karna 

bentuk fisik uang tersebut sudah robek .
120

 

Adapun warung rumahan, sangat jarang mau menukarkan uangnya, 

karena merasa dirugikan jika harus mendapat pengembalian setengahnya 

saja. Hal ini didukung oleh pengakuan ibu Muntamah sebagai pemilik 

warung dalam wawancara sebagai berikut : warung saya memang sering 

didatangi pedagang keliling uang rusak/lusuh, namun saya enggan 

menukarkan uang saya, selain mendapat pengembalian setengahnya saja, 

saya tidak mau rugi. Uang yang saya miliki biasanya dalam bentuk uang 

lusuh (dalam bahasa jawa : duit elek-an) dan untuk uang yang robek, saya 

juga tidak mau menerimanya dari para pembeli yang belanja di warung 

saya, kalaupun untuk uang lusuh (duit elek-an) saya masih menerimanya 

sebagai pembayaran, karena masih bisa digunakan untuk belanja di pasar.
121
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Berdasarkan keterangan tersebut, terdapat dua kategori uang yang 

diperjualbelikan oleh pembeli uang rusak keliling, yaitu yang pertama, uang 

rusak yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang 

terjadi antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, sobek atau 

mengkerut.
122

 Dan yang kedua adalah uang lusuh, yaitu uang yang ukuran 

fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisi uang telah berubah 

akibat jamur, minyak, bahan kimia, coret-coretan dan lain sebagainya.
123

 

Sehingga bagi para penjual uang rusak/lusuh yang memiliki uang dalam 

kategori fisik uang lusuh saja, enggan untuk menukarkannya ke pembeli 

uang rusak keliling. Karena dirasa uang lusuh tersebut masih bisa digunakan 

untuk bertransaksi, namun tidak jarang juga yang bersedia menukarkan 

uang lusuhnya ke pembeli uang rusak/lusuh keliling dan bersedia mendapat 

peggantian setengah dari nominal uang lusuh tersebut.  

Adapun alasan lain dari pemilik uang rusak/lusuh yang tidak bersedia 

menukarkan uangnya, karena alasan dirugikan, yaitu seperti wawancara 

yang dilakukan pada bapak Joko selaku pemilik warung rumahan kepada 

peneliti, sebagai berikut: sangat disayangkan, kalau uang Rp100.000,00 

harus diberikan dengan Rp50.000,00 rugi lah saya, itu uang bukan uang 

kecil nominalnya, sekalipun rusak cuma sobek sedikit ya masih bisa lah di 

solasi. Uang Rp10.000,00 saja saya masih sayang, masih bisa untuk beli 

bensin, gula sekilo. Lagi pula, kalau orang  yang datang ke warung tidak 

mau dikasih uang yang jelek,lusuh atau lecek, ya sudah, saya belanjakan ke 
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pasar juga masih ada yang mau nerima. Duit tembel-tembelan itu asal gak 

parah-parah amat, ya gak papa, dikasih solasi saja. Kalopun uangnya sudah 

bener-bener gak laku buat belanja, dan bakul duit rusaknya mau nerima, ya 

saya gak masalah juga, malah untung kan.
124

 

Hal di atas yang menjadi alasan sebagian warga masyarakat Raman 

Utara, yang memiliki uang lusuh atau uang lecek, enggan menukarkan 

uangnya. Karena dirasa masih memiliki nilai jualnya, jika digunakan untuk 

berbelanja di  Pasar. Sehingga mereka akan merasa dirugikan, jika hanya 

mendapat penggantian setengah harga dari nominal uang tersebut. 

Adapun manfaat dari adanya pembeli keliling uang rusak bagi para 

penjual uang rusak yang beroprasi di Raman Utara, berdasarkan keterangan 

dari ibu Endang yaitu: manfaatnya, ya, uang rusak yang biasanya tersimpan 

dirumah bahkan hampir terbuang karena kebanyakan orang juga tidak mau 

menerimanya, lebih baik saya tukarkan ke pembeli uang rusak, dan luyaman 

uang tersebut bisa untuk jajan anak sekolah, dari pada numpuk dan gak 

kepake.
125

 

Hal ini juga yang menjadi alasan dari ibu Saripah dan Ibu Widya, 

bersedia menukarkan uangnya dengan alasan, kebanyakan orang tidak mau  

menerimanya. Sehingga dirasa ada untungnya pembeli uang rusak 

memberikan penggantian uang rusak tersebut dengan uang yang utuh 

fisiknya meskipun hanya mendapat penggantian setengah harga dari 

nominal uang rusak tersebut. 
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Dari jawaban para penjual uang rusak/lusuh di atas, peneliti melihat 

bahwa sebagian masyarakat Raman Utara, beranggapan uang rusak/lusuh 

tersebut sudah tidak layak digunakan dan kebanyakan orang menolak untuk 

menerimanya sebagai pembayaran. Hal ini didukung dari ketidaktahuan 

masyarakat bahwa uang tersebut masih memiliki nilai jualnya dan nilai 

tukarnya secara penuh. Sehingga dirasa cukup membantu karena uang 

tersebut bisa ditukarkan ke pembeli uang rusak keliling dengan penggantian 

setengahnya.  

Adapun mengenai permasalahan riba, Islam memperbolehkan jual beli 

dan mengharamkan riba. Riba yang dimaksud dalam hal ini adalah riba fadl 

yang menuju riba nasi’ah. Dimana dikhawatirkan akan adanya kelebihan 

dan penundaan pembayaran. 

Jika dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para penjual 

uang rusak, rata-rata  mereka tidak memahami bahwa hal itu termasuk riba 

atau bukan, karena bagi mereka, hanya melakukan penukaran atas dasar 

kerelaan dan kebutuhan akan uang tersebut. 

Namun hal tersebut di atas, unsur “kerelaan” dan “kebutuhan” akan 

uang, tidak semata-mata akan menjadikan transaksi tersebut bebas dari 

unsur riba. Karena dalam Islam riba tidak akan hilang hukumnya hanya 

berdasarkan kerelaaan dan kebutuhan. 

Uang rusak yang biasa masyarakat tukarkan ke pembeli uang rusak, 

pada dasarnya masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, hal ini 

dilihat dari ukuran uang tersebut masih memiliki kriteria uang rusak yang 
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bisa ditukarkan ke Bank. Namun karena kekhawatiran masyarakat akan fisik 

uang tersebut yang sudah lusuh dan ada juga yang sobek, menjadikan 

mereka enggan menggunakannya sebagai alat pembayaran. 

Kekhawatiran tersebut, berlandaskan bahwa sebagian masyarakat tidak 

mengetahui bahwa uang rusak yang biasa mereka tukarkan ke pembeli uang 

rusak masih berlaku untuk pembayaran dan masih bisa ditukarkan ke Bank 

atau Bank Indonesia dan mendapat pengembalian sesuai nominal. Dan dari 

jawaban para pemilik uang rusak, mereka tidak setiap hari memiliki uang 

rusak, dan biasanya uang rusak yang mereka miliki hanya uang nominal 

kecil saja, seperti Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp2.000,00 dan Rp1.000,00 

saja, hal ini akan cukup merepotkan jika harus ke Bank Indonesia yang 

dirasa jarak desa ke Bank Indonesia yang berada di Bandar Lampung cukup 

jauh.hal ini yang menjadikan masyarakat tidak bisa melakukan penukaran 

secara langsung ke pihak Bank Indonesia.
126

 

Berdasarkan hasil survey pada tanggal 8 oktober 2018 di Bank 

Indonesia Bandar Lampung, peneliti mewawancarai bapak Bambang 

Joko.S, selaku kepala unit pengelolaan uang rupiah, dan mendapati 

keterangan bahwa Bank Indonesia sendiri menerima bentuk penukaran uang 

rusak atau uang tidak layak edar dengan penukaran nominal yang sama 

tanpa ada pengurangannya.
127

 Dijelaskan pula apa yang dimaksud dengan 

uang rusak tidak layak edar yaitu uang asli yang tidak memenuhi 

persyaratan untuk diedarkan di masyarakat berdasarkan kualifikasi dari 
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Bank Indonesia, meliputi uang lusuh atau uang rusak fisiknya dan tidak 

layak jika digunakan untuk bertansaksi di masyarakat.
128

 

Bapak Bambang menjelaskan bahwa uang rusak yang dapat ditukarkan 

ke Bank Indonesia yaitu uang rusak yang dilihat fisiknya lebih besar dari 

2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali. Seperti Lebih 

mudahnya dalam mengenali uang rusak apakah masih lebih dari 2/3 (dua 

pertiga), dapat dilakukan dengan melipat uang rusak menjadi 3 (tiga) 

bagian,  jika kerusakaan melebihi 2 (dua) lipatan, maka uang tersebut tidak 

dapat ditukarkan.
129

 

Seperti gambar dibawah ini, adalah uang yang sudah tidak bisa 

ditukarkan, atau fisiknya kurang dari 2/3 (dua pertiga). 

Gambar 4.4
130

 

 

(uang rusak yng tidak mendapat penggantian) 

                                                             
128

 Bambang joko,S. Selaku kepala unit pengelolaan uang rupiah, wawancara 8 oktober 

2018 

 
129 Bambang joko,S. Selaku kepala unit pengelolaan uang rupiah, wawancara 8 oktober 

2018  
130

 Dokumentasi uang rusak yang tidak mendapat pengembalian 



73 

 
 

Hal itu juga dijelaskan dalam panduan penukaran uang  rupiah tidak 

layak edar yang dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia dan peraturan yang 

tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011 

tentang mata uang
131

. 

Bank Indonesia yang terdapat di Bandar Lampung melayani jasa 

penukaran uang, setiap jam hari kerja, namun masyarakat bisa menukarkan 

uang rusak pada hari rabu dan kamis saja. Bapak Bambang juga 

menjelaskan bahwa selama uang rusak masih memenuhi kriteria penukaran 

uang rusak dari pihak Bank, maka uang tersebut masih bisa digunakan 

untuk bertransaksi dan berjual beli, meskipun uang tersebut sudah lusuh, 

maupun robek. Namun Bank Indonesia sendiri tidak menyarankan agar 

menggunakan uang tersebut sebagai transaksi dan lebih baik ditukarkan 

untuk mendapat penggantian yang baru.
132

 

Uang rusak yang terkumpul di Bank Indonesia akan diracik atau 

dihancurkan dan diganti dengan cetakan uang baru, untuk diedarkan 

kembali ke masyarakat. Menurut penuturan bapak Bambang, penukaran 

uang rusak dapat juga ditukarkan oleh Bank selain Bank Indonesia, seperti 

Bank Mandiri, Bank BRI, dan lainya yang disetujui oleh Bank Indonesia 

langsung.
133
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Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti mengamati bahwa alasan 

masyarakat Raman Utara melakukan transaksi jual beli uang rusak karena 

didasarkan ketidaktahuan akan informasi kebolehannya uang rusak yang 

masih bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Kurangnya 

informasi dan pengetahuan tentang uang rusak bisa ditukarkan ke Bank, 

juga menjadi alasan masyarakat lebih memilih menukarkannya ke pembeli 

uang rusak, meskipun harus mendapat pengembalian setengah harga dari 

nominal uang tersebut, karena tidak adanya pilihan lain selain ditukarkan 

kepada pembeli uang rusak. Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum-

hukum jual beli Islam, menjadikan mereka tidak tahu akan ketentuan yang 

dibolehkan dalam jual beli antar uang dengan uang yang sesuai syariat.  

 

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak di Desa Raman 

Utara Kabupaten Lampung Timur 

 

Aspek penting dalam jual beli adalah adanya unsur keuntungan yang 

diperoleh oleh kedua belah pihak. Keuntungan tersebut tidak hanya dinilai 

dari aspek materi saja melainkan juga keuntungan dalam aspek kepuasan. 

Obyek yang diperjualbelikan juga bermacam-macam, ada yang menjadikan 

barang sebagai dagangan dan ada juga yang menjadikan jasa sebagai barang 

dagangan. Seseorang yang memperdagangkan barang kebutuhan hidup akan 

menawarkan barangnya dan akan memperoleh keuntungan dari penjualannya. 

Sedangkan perdagangan jasa akan memperoleh uang sebagai imbalan 

manakala ada orang atau pihak lain yang menggunakan jasanya. Menurut 

peneliti, praktik jual beli uang rusak di Desa Ratna Daya Raman Utara 
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Kabupaten Lampung Timur dapat berpeluang menjadi salah satu atau bahkan 

kedua jenis perdagangan tersebut.  

Al- Sharf  secara istilah adalah jual beli antara barang sejenis atau 

barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan 

emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. 

Praktik jual beli antar valuta asing atau penukaran antara mata uang sejenis, 

seperti yang berkembang saat ini merupakan bentuk praktik al- sharf.  Jual 

beli seperti ini lazimnya disebut jual beli tukar menukar atau barter.
134

 

Berdasarkan dari penjelasan mengenai al- sharf, praktik jual beli uang 

rusak di Raman Utara sekilas dapat masuk dalam kategori jual beli. Hal ini 

disebabkan oleh adanya penjual dan pembeli, obyek yaitu adanya 

kepemindahan kepemilikan dan akad. Selain itu dalam konteks rukun jual 

beli al-sharf , praktik jual beli tersebut secara garis besar telah memenuhi 

rukunnya yaitu penjual dan pembeli, obyek dan akad. 

Pada lingkup jasa, praktik jual beli uang rusak juga dapat berpeluang 

menjadi bagian dari penyediaan jasa. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan 

harga  yang sama sesuai kategori uang rusak. Kesamaan harga berdasarkan 

kategori jumlah  uang rusak, sekilas dapat berarti bahwa “harga” yang 

diberikan sebagai “ganti” jasa penukaran uang yang rusak dengan  uang  yang  

tidak rusak. Seperti uang rusak Rp. 10.000 akan ditukar dengan uang yang 

tidak rusak senilai setengah harga yaitu Rp. 5.000. sebagaimana yang 

dilakukan oleh bapak Basirun dan ibu Sri. Selisih ini menurut peneliti 
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dianggap sebagai bentuk uang lelah dari berkeliling mencari uang rusak 

tersebut. Namun demikian tidak lantas disebut secara mutlak sebagai proses 

jasa penukaran uang. Pertimbangan “harga” yang didasarkan pada nominal 

uang yang rusak bukan merupakan ciri dari penyediaan  jasa. Karena pada 

umumnya biaya jasa ditentukan sebelum atau pada saat transaksi sesuai 

dengan jarak tempuh. 

Praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Raman Utara dalam konteks 

yang ditawarkan dapat masuk dalam dua kategori obyek dagangan. Pada satu 

sisi, keberadaan tawar menawar harga beli uang yang rusak menjadikan  

praktik tersebut cenderung pada praktik perdagangan barang, dan disisi lain, 

praktik jual beli uang rusak tersebut terkandung aspek penyediaan jasa 

penukaran uang. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 

praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Raman Utara tidak dapat 

dikategorikan sebagai penyediaan jasa, karena saat transaksi berlangsung 

tidak adanya akad jasa (ujrah) dari salah satu atau kedua belah pihak yang 

mengawali bahwa transaksi tersebut adalah transaksi jasa penukaran uang 

rusak, dimana salah satu syaratnya adalah diketahui jumlahnya oleh kedua 

belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
135

  

Sehingga praktik ini tidak dapat dikatakan sebagai penyediaan jasa 

penukaran, melainkan termasuk dalam  praktik jual beli mata uang (al-sharf) . 

Terkait ide dasar jual beli sebagai suatu proses yang menguntungkan, 

praktik jual beli uang rusak yang dilakukan masyarakat Raman Utara telah 
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memenuhi kriteria sebagai suatu  jual beli yang menguntungkan. Penjual 

uang rusak (yang memiliki uang rusak) mengambil keuntungan dengan 

mendapat “keutuhan” dan “kenormalan” dari uang rusak yang ditukarkan 

sebagai alat transaksi. Sedangkan bagi pembeli uang rusak (bakul duit) 

mereka mendapat keuntungan melalui potongan nilai mata uang yang 

seharusnya mereka dapatkan. 

Namun jika dikaji dalam praktik jual beli al-Sharf  sebagai penukaran 

yang senilai atau seimbang. Praktik jual beli uang rusak ini dapat 

menimbulkan permasalahan yang berkaitan hukum yang timbul dalam  

praktiknya. Dimana praktik jual beli uang rusak tersebut, pembeli uang rusak 

(bakul duit) membeli uang rusak/lusuh dari penjual uang rusak dengan 

nominal setengah harga dari uang tersebut. 

Dari sini bisa dilihat, bahwa sistem penukaran uang rusak yang terjadi 

di desa Ratna Daya Raman Utara termasuk dalam jual beli mata uang yang 

dilakukan secara tidak seimbang, sehingga menyelisihi hadits nabi berikut ini: 

ى قَ هِي ى قَ ى قَ اقَ ى قَ قَ اللَّهِ قَ سُى قَ قَ يْ هِ هِى قَ اللَّهِ ى اللَّهِ ى اللَّهِ ى قَ سُ اقَ نيْ سُى قَناللَّهِ سُى قَ ى اللَّهِ يقَ ضهِ هِى قَ ديْ هِ   خسُ
ىوايْ يهِ دءٍ ى قَ هِيى قَ ى هِ الاللَّهِ قَ هِى قَنيْ  سُ وىوالاللَّهِ قَ قَ

ى سُ هِ ُّى ى قَ قَ ى هِ هِ يْلءٍ ى هِ يْ ءً ى سُ هِ ُّ وى قَييْضقَ قَ ى هِ اللَّهِ ى قَ قَ ى هِ هِ يْلءٍ ى هِ يْ ءً ى هِ اللَّهِ ى هِ ايْ قَ هِ هِ ى قَ هِ يسُ وىوايْ قَ هِ قَ ى قَ قَ  و قَييْضقَ قَ ى قَ قَ ى قَييْ ءٍ

نيْ قَ ى قَ اهِ ءً ى هِنقَ  هِ ءٍى ى قَ قَىى قَ هِ يسُ وى هِ   قَ قَ ى قَييْ ءٍ

Artinya : dari Abu Sa’id Al Khudriy bahwa Rasulullah bersabda: 

“Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya 

dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian 

berjual beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan 

jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual 

beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (ghoib, 

ditangguhkan)
136

. 

Dari hadits rasulullah di atas, dapat diketahui bahwa jual beli atas 

barang sejenis dilarang kecuali jika nominalnya sama. Rasulullah melarang 

                                                             
136 Terjemah Hadis shahih-bukhari., h.278 
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menjual perak dengan perak, baik yang sudah dibentuk maupun yang belum 

dibentuk, kecuali jika berat keduanya sama dan pembayaran harus dilakukan 

ditempat akad, tidak ada tambahan dalam salah satu keduanya, dan tidak 

boleh berpisah sebelum dilakukan pembayaran.
137

 

Larangan tersebut berlaku jika dalam  menjual emas dengan emas, 

perak dengan perak, baik yang sudah dibentuk maupun yang belum dibentuk 

(batangan) atau yang berbeda, selagi tidak mengikuti ukuran yang syar’i, 

yaitu beratnya, jika tidak dilakukan pembayaran secara kontan dari kedua 

belah pihak ditempat akad. Larangan terhadap hal itu mengharuskan 

pengharamannya dan tidak sahnya akad.
138

 

Menurut Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah, berkata tentang seseorang 

yang memberikan pinjaman kepada orang-orang, setiap seratus harus 

dikembalikan seratus empat puluh, “ inilah yang disebut riba yang seperti 

diturunkan di dalam Al-Qur’an.” Dia menyebutkan bahwa orang itu tidak 

mempunyai hak kecuali apa yang dia berikan kepada mereka atau yang 

senilai dengannya. Adapun tambahannya, dia tidak berhak sedikitpun 

terhadapnya. 
139

 

Semua ulama sepakat tentang pengharaman riba fadl dan nasi’ah, 

dalam satu jenis barang dagangan, sebagaimana yang ditetapkan dalam hadits 

Ubadah Ash-Shamit, dia berkata; aku mendengar Rasulullah saw., melarang  

jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji 

                                                             
137 Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Bukhari-Muslim, (Jakarta: 

Darul Falah, 2002) h. 648 
138 Ibid  
139 Ibid  
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gandum, tepung gandum dengan tepung gandum, kurma dengan kurma, 

garam dengan garam, kecuali dengan berat dan nilai yang sama. Barangsiapa 

melebihkan  atau meminta kelebihan, berarti dia telah melakukan riba. 

(diriwayatkan Muslim)
140

 

Ini merupakan nash yang melarang kelebihan dalam satu jenis dari 

komoditi yang disebutkan di atas. Adapun larangan riba nasiah, itu terletak 

dari penundaan pembayaran saat transaksi, dimana dianjurkan untuk 

melakukannya secara kontan. 

Riwayat yang mashur dari Al-Imam Ahmad, tentang alasan dalam emas 

dan perak, karena keduanya merupakan jenis yang harus ditimbang, 

sedangkan pada empat barang lainnya merupakan jenis barang yang ditakar. 

Para ulama telah bersepakat pendapat tentang kebolehan jual beli 

dengan katian pada emas dengan emas dan perak dengan perak berdasarkan 

pertimbangan timbangan, meski bilangannya berbeda-beda, dan jika jenis 

emas tersebut sama. Dalam hal ini, para fuqoha berselisih pendapat dalam dua 

hal, pertama yaitu bagian emas itu berbeda jenis dan yang kedua, jika salah 

satu bagian emas kurang dari yang lain.
141

 

Mengenai masalah bagian emas berbeda jenis, yaitu berbeda baik dan 

buruknya, dalam hal ini jika seseorang mengeluarkan satu jenis emas dan 

orang kedua mengeluarkan dua jenis emas, dimana dari dua jenis tersebut 

salah satu emasnya berkualitas lebih baik dari emas yang dimiliki orang 

pertama, dan emas yang lainnya milik orang kedua lebih rendah kualitasnya 

                                                             
140 Ibid, h.649 
141

 Ibnu Rusyd,  Terjemahan Bidayatul Mujtahid , ( Semarang, cv. Asy-Syifa, jilid 3) 

h,151 
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dari emas milik orang pertama, dalam hal ini menurut Imam Malik tidak 

boleh. Namun jika orang pertama mengeluarkan dua jenis emas dengan 

kualitas rendah dan pihak kedua mengeluarkan satu jenis emas kualitas 

bagus, maka menurut Imam Malik dibolehkan. Sedangkan menurut Imam 

Syafi’i, jika kedua jenis emas yang diperjualbelikan berbeda, maka tidak 

boleh. Imam Abu Hanifah dan semua  fuqoha Bashrah dan Kuffah 

membolehkan semua jual beli ini. 
142

 

Sedangkan mengenai masalah kekurangan dalam pengkatian, kemudian 

salah satu pihak bermaksud menambahkan dengan sesuatu yang lain, baik 

dari barang ribawi atau bukan, para fuqoha pun berselilisih pendapat sama 

seperti permasalahan sebelumnya. Misalnya, seseorang menjual katian emas 

dengan emas kepada orang lain, kemudian kekurangan dari katian emas 

tersebut ditambahkan dirham-dirham atau barang nyata lainnya sebagai 

pengganti kekurangannya itu, maka Imam Malik, Syafi’i dan al-Laits bahwa 

cara seperti itu tidak boleh dan jual belinya pun batal.
143

 

Keenam benda yang dimaksukan di atas, yaitu emas, perak, gandum, 

jelai, kurma dan garam, adalah barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan 

oleh manusia dan tidak dapat disingkirkan dari kehidupan. Emas dan perak 

adalah dua unsur pokok bagi uang yang dengannya transaksi dan pertukaran 

menjadi teratur. Keduanya adalah standar harga penentuan nilai barang-

                                                             
142 Ibid  
143 Ibid, h.152 
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barang dikembalikan. Sementara keempat benda lainnya adalah unsur 

makanan pokok yang menjadi tulang punggung kehidupan.
144

 

Apabila riba terjadi pada barang-barang ini, maka akan membahayakan 

manusia dan menimbulkan kerusakan dalam muamalah. Oleh karena itu, 

syari’at melarangnya, sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia dan 

perlindungan terhadap kemaslahatan mereka. 

Dari sini tampak jelas bahwa ilat pengharaman emas dan perak adalah 

keberadaanya sebagai alat pembayaran. Sementara keempat lainnya sebagai 

makanan pokok. Dalam hal ini, apabila ilat pertama ditemukan pada alat-alat 

pembayaran lainnya selain emas dan perak, maka hukumnya sama dengan 

hukum emas dan perak, sehingga tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan 

berat yang sama dan secara tunai.
145

 Segala sesuatu yang menempati posisi 

keenam benda di atas, maka diqiyaskan padanya dan memiliki hukum yang 

sama. 

Apabila emas dengan emas atau gandum dengan gandum ditukarkan 

bersama, demi kesahan pertukaran ini, maka disyaratkan sebagai berikut: 

1. Persamaan dalam kuantitas, tanpa melihat kualitas. Dalilnya adalah 

hadits yang telah disebutkan di atas.  

2. Tidak adanya penangguhan salah satu dari kedua barang yang 

dipertukarkan. 
146

 

                                                             
144 Sayyid sabiq, fiqih sunnah, jilid V ( Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2001), 

h. 108 
145 Ibid,h.109 
146 Ibid, h.110 
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Apabila kedua barang yang dipertukarkan berbeda dalam jenis dan 

sama dalam ilatnya, maka perbedaan berat diperbolehkan dan penangguhan 

diharamkan. Seperti emas dijual dengan perak atau gandum dijual dengan 

jelai, maka dalam hal ini hanya berlaku satu hal saja, yaitu serah terima secara 

langsung. 

Sehingga dalam hal ini, mata uang rupiah diqiyaskan seperti halnya 

emas dan perak, dilihat dari segi ilatnya sebagai alat pembayaran yang 

berlaku di dalam masyarakat dan sebuah  Negara, sehingga dalam 

menentukan hukumnya sama seperti pertukaran emas dan perak. 

Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah menjelaskan bahwa 

jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut 

jenisnya, seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, 

yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan, seperti beras 

dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan:
147

 

1. Sama nilainya (tamasul) 

2. Sama ukurannya menurut syara’, baik timbangannya, takarannya maupun 

ukurannya.  

3. Sama-sama tunai (taqabudh) di majelis akad 

Adapun kategori yang termasuk riba pertukaran meliputi: 

1. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp.10.000 dengan uang 

recehan Rp.9.950, uang Rp.50- tidak ada timbangannya atau tidak 

tamasul, maka uang Rp.50-, adalah riba. 

                                                             
147 Hendi Suhendi, fiqih Muamalah.,h. 63-64 
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2. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp.100.000 dengan syarat 

dikembalikan ditambah 10% (persen) dari pokok pinjaman, maka 10% 

(persen) dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada 

timbangannya. 

3. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras 

dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba, sebab beras harus ditukar 

dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan 

keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu, dan uangnya 

digunakan untuk membeli beras dolog. 

4. Seseorang yang menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram 

emas 12 karat termasuk riba, walaupun sama ukurannya, tetapi 

berbeda nilai (harganya) atau menukarkan 5 gram emas 22 karat 

dengan dengan 10 gram emas 12 karat yang harganya sama, juga 

termasuk riba, sebab walaupun harganya sama ukurannya tidak 

sama.
148

 

Keterangan di atas menjadi landasan bahwa pertukaran barang sejenis 

dalam mata uang atau bahan makanan pokok harus dilakukan secara 

seimbang dan senilai, untuk menghindari adanya riba di dalamnya. 

Secara garis besar, praktik jual beli mata uang rusak di Desa Ratna 

Daya Raman Utara Kabupaten Lampun Timur merupakan jual beli antara 

uang dengan uang, yaitu uang rusak dengan uang yang normal dari segi 

kualitasnya yang berbeda dan ilatnya sebagai alat pembayaran yang sah. 

                                                             
148 Ibid  
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Sehingga jika dilihat dari hukum Islam mengenai jual beli mata uang (Al-

Shafr), jual beli seperti ini tidak memenuhi syarat dari sahnya jual beli Al-

Sharf yaitu ketidakseimbangan nilai tukar nominal di dalamnya sehingga 

transaksi ini mengandung unsur riba 

 Hal ini juga didukung dari aspek fungsi uang dan uang tidak layak edar 

menurut peraturan Bank Indonesia. Menurut Lawrance Abolt uang adalah apa 

saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat 

pembayaran untuk jual beli atau utang.
149

  

Terkait dengan fungsi uang tersebut, uang rusak yang diperjualbelikan 

oleh masyarakat merupakan uang yang masih memiliki nilai tukarnya atau 

nilai ekstrinsiknya. Hal ini didasarkan pada keterangan dari Bank Indonesia, 

bahwa selama uang rusak masih bisa ditukarkan di Bank Indonesia dan 

mendapat pengembalian utuh maka uang tersebut masih memiliki daya nilai 

jualnya dan fungsinya sebagai alat pembayaran sekalipun fisik uang tersebut 

sudah lusuh atau sobek sebagian.
150

 Adapun kategori uang rusak yang tidak 

layak edar juga diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang mata 

uang pada pasal 22 bab VI sebagai berikut:
151

 

4. Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal 

yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, 

rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut: 

                                                             
149 Mardani , Hukum Sistem Ekonomi Islam,( Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h.139 
150 Bambang Joko.S, selaku Kepala Unit Pengelolaan Rupiah, wawancara 8 Oktober 2018 
151 Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang  
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e. Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau 

pecahan yang lain dan/atau
152

 

f. Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau tidak rusak sebagian karena 

terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang 

sama nominalnya. 

5. Penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pengggantian 

apabila tanda keaslian rupiah tersebut masih dapat diketahui atau 

dikenali. 

6. Kriteria rupiah yang lusuh dan/atau rusak dapat diberikan penggantian 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan ayat 2 diatur dengan 

peraturan bank Indonesia 

Penukaran rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Bank Indonesia yang beroprasi di Indonesia atau pihak lain yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia
153

 

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa uang rusak 

sebagimana pada point b pasal 22 yaitu rupiah yang rusak sebagian 

karena terbakar atau sebab lain akan mendapat penggantian apabila tanda 

keaslian rupiah masih dapat dikenali. Adapun ciri-ciri uang rusak yang 

masih mendapat penggambalian sesuai nominalnya haruslah memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

                                                             
152

 Ibid  
153

 UU RI No.7 tahun 2011 tentang mata uang 
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 yaitu fisik uang kertas >2/3 ( lebih dari dua pertiga ) ukuran aslinya 

dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.
154

 

 Uang rusak masih merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan atau 

tanpa nomor seri yang lengkap dan > 2/3 ( lebih dari dua pertiga) 

 Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan yang utuh, tetapi terbagi 

menjadi paling banyak 2 (dua) bagian trpisah dan kedua nomor seri 

pada uang rusak tersebut lengkap dan sama, serta > 2/3 (lebih dari 

dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali 

keasliannya.
155

 

Hal ini yang menjadi patokan para pembeli uang rusak dalam 

mengumpulkan uang rusak dari masyarakat untuk ditukarkan kembali ke 

Bank. Bahkan sebagian pembeli uang rusak memeberi patokan kerusakan 

hanya 80% (persen) dari ukuran aslinya. Sedangkan Bank Indonesia memberi 

patokan maksimal 67% ukuran fisik dari aslinya.
156

 Jadi bisa dikatakan 

bahwa uang rusak tersebut masih memiliki fungsinya sebagai alat 

pembayaran  yang sah. Sehingga praktik yang dilakukan antara pembeli dan 

penjual uang rusak di Desa Ratna Daya Raman Utara mengandung unsur riba. 

Riba yang terkandung dalam praktik jual beli uang rusak ini 

terindikasikan dari adanya kelebihan yang diminta oleh pembeli uang rusak 

dalam akad jual beli, kelebihan tersebut terwujud dalam pengurangan nilai 

nominal uang rusak yang ditukarkan dengan pengembalian setengah harga. 

                                                             
154 Bank indonesia, Panduan penukaran uang tidak  layak edar, diunduh pada 2 juli 2018 

155
 Bank indonesia, Panduan penukaran uang tidak  layak edar, diunduh pada 2 juli 2018 

156
 Bambang  Joko.S, selaku Kepala Unit Pengelolaan Rupiah, wawancara 8 Oktober 

2018  
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Ada dua aspek yang menjadi indikator terkandungnya riba  dalam praktik jual 

beli uang rusak tersebut, yaitu pengurangan nilai nominal dan akad jual beli. 

Kedua aspek ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Pengurangan nilai nominal, menurut peneliti, sebenarnya tidak akan menjadi 

masalah jika uang rusak yang diperjualbelikan tersebut sudah tidak memiliki 

salah satu atau dari semua fungsi uang meliputi alat tukar menukar, satuan 

hitung, dan penimbun kekayaan.
157

 Dari fungsi mata uang tersebut tidak ada 

satupun yang menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai barang dagangan 

yang diperjualbelikan. Ketiadan fungsi dalam uang rusak, akan menjadikan 

uang tersebut bukan lagi sebagai media pembayaran atau alat tukar yang sah, 

melainkan hanya sebagai barang atau benda yang berwujud uang , namun 

tidak memiliki nilainya, atau bisa dikatakan hanya kertas yang tidak bernilai. 

Namun dalam kenyataanya, uang  rusak yang menjadi obyek jual beli di 

masyarakat Desa Ratna Daya Raman Utara, masih memiliki fungsi uang 

secara sah, dan masih memiliki nilai ekstrinsiknya. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya penerimaan yang sama nilainya, jika uang tersebut ditukarkan ke 

Bank. Oleh karena itu, adanya tambahan keuntungan dalam praktik jual beli 

uang rusak di Desa Ratna Daya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, 

merupakan suatu tambahan keuntungan yang tidak diperbolehkan dalam 

Islam. 

Pengurangan nilai nominal ini, tidak akan menjadi masalah jika akad 

yang digunakan bukanlah akad jual beli, melainkan akad Ijarah atau jasa 

                                                             
157 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.15 
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penukaran. Yaitu pengurangan yang dilakukan atas dasar imbalan jasa 

penukaran atau sebagai bentuk upah lelah atau biaya transportasi dari pihak 

pembeli uang rusak. Namun dalam praktiknya, pembeli uang rusak tidak 

menjelaskan dari awal kepada para penjual uang rusak bahwa keuntungan 

setengah harga tersebut sebagai bentuk jasa atas penukarannya, atau bentuk 

upah jalan dari berkeliling mencari uang tersebut, melainkan hanya sebagai 

bentuk keuntungan dari pembelian uang yang telah rusak atau lusuh tersebut, 

sebagai bentuk kompensasi karena fisiknya yang sudah tidak utuh atau tidak 

layak sebagaimana mestinya.  

Adapun terkait ujrah/upah, dalam hal ini akad kompensasi terhadap 

suatu manfaat barang atau jasa harus halal dan jelas. Aspek jasa penukaran 

dapat diterima jika dalam proses tersebut,  ujrah/upah yang diterima  tidak 

didasarkan pada “nilai beli” melainkan kesepakatan untuk menentukan 

imbalan atas upah atau jasa penukaran tersebut. Upah dari jasa penukaran 

harus dilihat dari segi tenaga kesulitan dalam mendapatkan uang rusak, biaya 

transportasi kendaraan dan jarak tempuh yang dilalui dengan perhitungan 

yang sesuai.  Namun hal tersebut berlaku jika dilakukan dengan akad ijarah 

bukan akad jual beli. 

Berdasarkan kualifikasi di atas, praktik jual beli uang rusak di Desa 

Ratna Daya Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, tidak termasuk dalam 

kategori jasa/ijarah, karena dalam praktiknya, transaksi tersebut tidak 

memiliki kesepakatan awal antara kedua belah pihak, bahwa pembelian 

setengah harga dari nominal uang rusak adalah bentuk kompensasi dari 
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pembeli uang rusak sebagai uang jasa atau uang lelah atas berkeliling mencari 

uang rusak tersebut. Pembeli uang rusak juga tidak menyebutkan bahwa 

pembayaran “setengah harga” adalah bentuk dari biaya transportasi untuk 

menukarkan uang rusak tersebut ke Bank/Bank Indonesia. Sehingga 

masyarakat hanya mengetahui bahwa uang rusak mereka masih berlaku 

setengah harga jika ditukarkan ke pembeli uang rusak keliling (bakul duit) 

dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi menurut 

pengamatan peneliti, praktik penukaran uang rusak yang terjadi di Raman 

Utara bukan termasuk dalam praktik jasa penukaran uang, namun 

dikualifikasikan dalam kategori jual beli uang sebagai barang dagangan dan 

didasarkan nominal uang tersebut. 

Melihat fenomena di atas, menurut peneliti iika ditinjau dari hukum 

Islam, jual beli mata uang dengan kelebihan pembayaran diperbolehkan untuk 

mata uang berbeda jenis dan ilatnya sama, yaitu sebagai pembayaran dan 

dilakukan secara tunai. Hal ini berlaku dalam artian untuk mata uang berbeda 

jenis yaitu mata uang yang berlaku antara suatu Negara dengan Negara lain, 

seperti dolar dengan rupiah, euro dengan rupiah, real dengan rupiah dan sen 

dengan rupiah. Perbedaan jenis inilah yang diperbolehkan kelebihan atau 

kekurangan dalam pembayarannya menurut syara’. Namun hal tersebut tidak 

berlaku untuk mata uang rupiah dengan rupiah, karena dilihat dari segi 

kualitas dan ilatnya, sama. 

Berdasarkan penjelasan praktik jual beli  uang rusak yang ada di Desa 

Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, dilihat dari 
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aspek kemaslahatan jual beli itu sendiri, masih disayangkan jika uang yang 

diperoleh dalam bekerja secara utuh, hanya mendapat penggantian dari 

setengahnya. Sehingga hal itu tidak sebanding dengan kerja keras yang 

dilakukan oleh pemilik uang rusak dalam  mencari uang. Dan ditinjau dari 

hukum Islam terkait jual beli mata uang (Al-Sharf) praktik yang terjadi di 

Desa Ratna Daya kecamatan Raman Utara belum memenuhi syarat jual beli 

mata uang (Al-Sharf). 

  



 

BAB V 

PENUTUP  

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Ratba Daya 

Kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

Praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Ratna Daya Kecamatan 

Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, dilihat dari segi syarat jual beli 

mata uang (al-sharf) bahwa jual beli tersebut mengandung unsur riba. Unsur 

riba disini adalah pihak pembeli uang rusak mengambil kelebihan dalam 

bentuk pengurangan setengah harga dari nominal uang rusak yang 

diperjualbelikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam Al-

Sharf yaitu adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis (rupiah 

dengan rupiah) dan dilukakan secara tunai. Sehingga mendatangkan manfaat 

lebih diutamakan dari pada  kemudharatan itu sendiri. Adapun terkait 

pengambilan upah dalam jasa penukaran uang rusak, praktik jual beli ini tidak 

memenuhi syarat dari pengambilan upah/ujrah, dimana syaratnya harus ada 

akad diawal transaksi yaitu kesepakatan dalam pengambilan upah dalam 

bentuk pertimbangan akomodasi kendaraan dan kesulitan dalam 

mengumpulkan uang rusak,tersebut. Namun dalam praktiknya tidak 

dilakukan oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.  
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B. Saran 

1. Diharapkan kepada masyarakat baik penjual maupun pembeli agar tidak 

melakukan praktik jual beli uang rusak (al-sharf) dengan setengah harga, 

karena hal tersebut mengandung unsur riba di dalamnya. 

2. Sebaiknya dalam praktiknya pembeli uang rusak memberikan informasi 

bahwa uang yang rusak jika ditukar ke Bank Indonesia nominalnya masih 

tetap utuh dan jika dijual kepadanya maka ada biaya transportasi atau 

akomodasi dengan pertimbangan jarak tempuh ke Bank Indonesia dan 

kesulitan mencari uang rusak tersebut, sehingga ada upah dalam bentuk 

jasa penukaran. 
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